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ABSTRAK 
 
 
 
SAHRI NINGSIH, (B 111 10 042), “Implikasi Putusan Mahkamah 
Konstitusi No.18/PUU-XI/2013 Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Dinas 
Kependudukan Dan Catatan Sipil dalam Pengurusan Akta Kelahiran”. 
Dibimbing oleh M. Yunus Wahid dan Anshori Ilyas. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim 
dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XI/2013 tentang 
keterlambatan mengurus Akta Kelahiran yang tidak melalui pengadilan 
serta konsekuensi yang ditimbulkan setelah keluarnya Putusan 
Mahkamah Konstitusi No.18/PUU/XI-2013 tentang keterlambatan 
mengurus Akta Kelahiran yang tidak melalui Pengadilan. 
 
Penelitian ini menggunakan teknik analisa pustaka dengan 
mengumpulkan data-data terkait yang berhubungan dengan judul 
penelitian ini antara lain melalui media cetak, elektronik, sumber bacaan, 
data internet serta hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Soppeng. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hakim dalam mengambil 
putusannya memperhatikan aspek-aspek analisis yuridis,analisis 
sosiologis, dan analisis filosofis, berdasarkan Putusan Mahkamah 
Konstitusi No.18/PUU-XI/2013 tersebut berkarakter hukum progeresif 
dengan berhukum tanpa mengenal waktu untuk berhenti, bahkan selalu 
ingin melakukan sesuatu menuju kepada keadaan yang lebih baik. Serta 
dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XI/2013 
tentang keterlambatan mengurus akta kelahiran yang tidak melalui 
pengadilan berdampak baik bagi masyarakat yang mengurus akta 
kelahiran yang semakin meningkat dan bertambahnya wewenang dan 
tugas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng. 
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 SAHRI NINGSIH 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Proses amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang diputuskan pada 
Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
(MPR RI) ke-7, pada 9 November 2001 Sidang Tahunan MPR RI. Menurut 
Sri Soemantri, amandemen ketiga dilakukan menurut teori konstitusi, 
terhadap susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar.Bahkan 
subtansi penjelasan yang sifatnya normatif dimasukkan dalam batang 
tubuh UUD NRI 1945.1 
Berdasarkan Pasal  1 ayat (3) UUD NRI 1945 amandemen ketiga, 
Negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan adanya pasal ini ke 
dalam bagian UUD NRI 1945 menunjukkan bahwa semakin kuatnya dasar 
hukum serta menjadi amanat negara, bahwa Negara Indonesia memiliki 
sistem hukum yang berlandaskan konstitusinya.2 
  Berdasarkan hal tersebut, negara hukum berarti alat yang 
digunakan untuk menggunakan kekuasaan berdasarkan hukum yang 
berlaku. Dalam negara hukum, tujuan suatu perkara itu ialah untuk dijatuhi 
                                                 
1
Tutik Triwulan. 2010. Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen 
UUD 1945. Jakarta: Kencana. hlm. 3 
2
Latifiarni khilama. 2013.Perwujudan Negara Hukum. Diakses dari: 
http://tifiacerdikia.wordpress.com/lecture/lecture-5/pendidikankewarganegaraan/negara-
hukum-di-indonesia/. [28 Agustus 2013]. 
 
putusan sesuai dengan kebenaran guna mewujudkan keadilan, kepastian 
dan kemanfaatan hukum. Maka dengan memastikan kebenaran tersebut 
maka semua pihak berhak atas pembelaan atau bantuan hukum.Harapan 
dengan  adanya konsistensi hukum dari undang-undang (UU) yang 
menjadi tongkat bagi setiap Warga Negara Indonesia (WNI), sehingga 
terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesiasesuai yang 
tercantum dalam pendahuluanUUD NRI 1945.  
  UUD NRI 1945 merupakan salah satu tuntutan yang paling 
mendasar dalam perubahan supremasi konstitusi. Ini bisa dilihat dari 
beberapa perubahan dalam UUD NRI 1945 terkait dengan sistem 
ketatanegaraan kita antara lain: beralihnya supremasi ke supremasi  
konstitusi; pembatasan kekuasaanpresiden; penguatan Dewan perwakilan 
Rakyat (DPR); pembentukan lembaga negara baru yaitu : (a) Mahkamah 
Konstitusi (MK) (b) Dewan Perwakilan Daerah; (c) Komisi Yudisial; (d) 
peningkatan jaminan; (e) penguatan sistem kesejahteraan sosial, dan (f) 
dihapusnya penjelasan UUD NRI 1945.3 
 Sejak berubahnya UUD NRI 1945 tersebuthingga amandemen 
keempat, sudah banyak UU yang diuji oleh MK hal ini merupakan 
perwujudanchecks and balances dalam suatu sistem ketatanegaraan 
yang baik. Sehingga hanya dalam kurung waktu usia 3,5 tahun tepatnya 
sampai akhir 2006 MK sudah menguji 99 kasus. Dari pada itu Mahkamah 
Agung (MA) juga sudah berkali-kali memutus permohonan judicial 
                                                 
3
Jimly Assiddiqie.2007. Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer, The 
Biography Institute: Jakarta,hlm. 3. 
reviewperaturan perundang-undangan dibawah UU. Semua itu tak pernah 
dapat terjadi ketika UUD NRI 1945 belum di amandemen.4 
  Berkenaan dengan tugas dan wewenangnya, menurut Pasal 24C 
UUD NRI 1945 bahwa:  
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama 
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk  menguji Undang-
Undang, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 
kewenanganya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai 
politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu.5 
 
Memasuki era Globalisasi, Pemerintah Indonesia harus siap 
dengan berbagai aspek, mulai dari aspek sosial,budaya,politik dan aspek 
lainya.Termasuk didalamnya aspek kependudukan Indonesia dalam 
kaitannya dengan  keberadaaan akta kelahiran.Dilain pihak pemahaman 
dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengurusan akta kelahiran 
kelahiran di Dinas Penduduk Dan Catatan Sipil sebagai salah satu 
jaminan perlindungan negara terhadap penduduk ternyata masih rendah. 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memiliki kedudukan yang 
sangat penting dalam pengurusan akta kelahiran kelahiran sebagai salah 
satu wujud administrasi penduduk dari Warga Negara Indonesia (WNI) 
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan, dengan sangat pentingnya pengurusan akta 
kelahiran ini, sehingga status kedudukan anak dalam keluarganya dapat 
                                                 
4
Mahfud MD. 2010. Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu. Jakarta : Ganesha. 
Hlm. 145. 
5
Ibid, Hlm. 204. 
dipertanggungjawabkan agar tidak menimbulkan persoalan hukum di 
kemudian hari. 
Akta kelahiran merupakan sesuatu yang sangat penting bagi setiap 
WNI karena dengan melalui akta kelahiran kelahiran seseorang dapat 
memperoleh pengakuan, jaminan perlindungan, kepastian hukum, karena 
sudah tercatat oleh negara yang akan menimbulkan hak dan kewajiban 
hukum,status pribadian dan status kewarganegaraan seseorang. 
Serta diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa: 
Pembuatan akta kelahiran kelahiran menjadi tanggung jawab 
pemerintah yang dalam pelaksanaannyadiselenggarakan 
serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan/desa”.6 
 
Meskipun telah diatur dalam UU tentang pelindungan seorang 
anak, keharusan dan pentingnya pengurusan akta kelahiran, namun 
masih kurangnya kesadaran para orang tua akan hal tersebut, sehingga 
banyaknya anak yang tidak memiliki akta kelahiran dan melampaui batas 
waktu pengurusan. 
Yang menjadi dasar hukum dalam pencatatan kelahiran yang 
melampaui batas waktu yaitu : 
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan yang berbunyi:  
a. Pasal 32 ayat (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam 
puluh) hari sampai dengan 1(satu)  tahun sejak tanggal 
                                                 
6
Lihat Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Adminsitrasi 
Kependudukan. 
kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapat 
persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat. 
b. Pasal 32 ayat (92) Pencatatan Kelahiran yang melampaui 
batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri. 
 
2. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun  tentang Persyaratan dan Tata Cara 
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang berbunyi: 
a.Pasal 64 ayat (1) Pencatatan pelaporan kelahiran yang 
melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 
(satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan  
ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran  
sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 setelah mendapatkan 
persetujuan Kepala Instansi Pelaksana. 
b.Pasal 65 ayat (1) Pencatatan pelaporan kelahiran yang 
melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, 
dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan 
pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 
setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri. 
 
Karena pentingnya akta kelahiran bagi seorang anak, dan setelah 
keluarnya putusan dari MK maka para orang tua memiliki inisiatif untuk 
mengurus akta kelahiran tersebut, tetapi sebelum adanya keputusan 
Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XI/2013tentang keterlambatan 
pengurusan akta kelahiran lewat satu tahun yang tidak melalui 
pengadilan, masyarakat sangatlah kesulitan untuk mengurus akta 
kelahiran dikarenakan harus melalui pengadilan negeri. Ini berdasarkan 
Pasal 32 ayat (2) Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 23 Tahun 
2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi “pencatatan 
kelahiran yang melampaui batas waktu 1 tahun dilaksanakan berdasarkan 
penetapan pengadilan negeri “.7 
Kasus yang pertama dilaporkan ke MK yaitu permohonan 
pengujian Pasal 32 Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 23 Tahun 
2006 tentang Administrasi Kependudukan itu diajukan oleh pemohon atas 
nama Mutholib, warga Wonokromo, Surabaya yang bekerja sebagai juru 
parkir. Mutholib adalah warga yang memohon akta kelahiran yang 
melampaui batas waktu di Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor 
registrasi 2194/Pdt/20/PN.Sby. Saudara Mutholib, merasakan sulitnya 
mengurus surat akta kelahirandengan biaya resmi Rp. 236.000,-, dengan 
ditambah biaya lain sehingga kurang lebih membutuhkan biaya Rp. 
400.000,- disamping itu harus meminta surat pengantar kepada RT/RW, 
kemudianke kelurahan,ke kantor pos, ke bank, dan membawa 2 (dua) 
orang saksi. Hal ini merupakan bentuk birokrasi yang berlapis dan 
berbelit-belit. Hal ini tidak sejalan dengan kebijaksanaan nasional untuk 
melakukan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang merupakan 
amanat UUD NRI 1945, sebagaimana konsideran Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 
Merasa dipersulit mengurus pembuatan akta kelahiran anaknya, 
Mutholibmenggugat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 
2006 tentang Administrasi Kependudukan.Dalam permohonan-nya yang 
didampingi oleh penasehat hukum melalui MK, Mutholib menyebutkan 
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Lihat Pasal 32 ayat 2 Undang-UndangRepublik Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan. 
proses pembuatan akta kelahiran yang telah lewat setahun, “Berlapis dan 
berbelit-belit.” Dengan keluhan bahwa masyarakat yang terlambat 
mengurus akta kelahiran yang tinggal dipelosok desa harus berurusan 
dengan pengadilan jika ingin mengurus akta kelahiran dan disamping itu 
kepengurusan yang sangat berbelit-belit dan biaya yang cukup banyak. 
Dengan alasan tersebut, MK mengabulkan permohonan gugatan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan terkait Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang 
berbunyi: 
(a) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 
ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai 
dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan 
dilaksanakan setelah mendapat persetujuan kepala instansi 
pelaksana setempat; (b) Pencatatan kelahiran yang melampaui 
batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri; (c) 
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara 
pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden. 
Adapun Amar putusan dari MK adalah sebagai berikut : 
(a) Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang No.23 Tahun 
2006bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 
sepanjang tidak dimaknai sebagai keputusan; (b). Frasa 
“sampai dengan 1 (satu) tahun” bertentangan dengan 
Undang-Undang dasar  Tahun 1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat; (c) Pasal 32 ayat 1 selengkapnya 
menjadi “Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 27 ayat 1 yang melampaui batas waktu 60 hari sejak 
tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah 
mendapatkan keputusan kepala instansi pelaksana 
setempat.”; (d) Pasal 32 ayat (2) bertentangan dengan 
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat; (e). Frasa “dan ayat (2)” dalam 
Pasal 32 ayat (3) bertentangan dengan Undang-Undang dasar  
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
Namun selain itu menurut Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2006 tentang Adminitrasi 
Kependudukan menyebutkan bahwa: 
“Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun 
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 
berdasarkan penetapan pengadilan negeri”.  
 
Padahal berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menegaskan bahwa pengadilan 
memiliki hak atau kewenangan untuk menelusuri asal usul anak sebelum 
mengeluarkan penetapan yang menjadi dasar penerbitan akta kelahiran. 
Dan yang menjadi titik kelemahan dari keluarnya Putusan Mahkamah 
Konstitusi tersebut adalah memungkinkan terjadinya pihak-pihak yang 
sengaja melakukan penggelapan hukum dengan membuka jasa 
pembuatan akta kelahiran palsu. 
Disamping dari pada itu ternyata pasca keluarnya putusan dari 
Mahkamah Konstitusi tidak serta merta meringankan beban masyarakat 
dikarenakanmasih ada pemberian dan pemberlakukan sanksi yang 
dikenakan pada masyarakat, terkait keterlambatan kepengurusan. 
Dengan adanya putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah 
Konstitusi dimaksudkan masyarakat berbondong-bondong untuk 
mengurus akta kelahiran dan lebih memperhatikan kepemilikan akta 
kelahiran tersebut, Namun masyarakat sekarang ini lebih cenderung 
mengurus akta kelahiran apabila ada keperluan yang mendesak. 
Kewenangan yang dilimpahkan ke Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil sekarang ini dimaksudkan  memberi solusi penting dalam 
mensosialisasikan perlunya akta kelahiran bagi setiap warga negara, serta 
kinerja dari Dinas kependudukan dan Catatan Sipil setelah keluarnya 
putusan Mahkamah Konstitusi. 
Besar harapan dapat mengurus akta kelahiran tanpa beban apapun 
secara hukum adalah mengandalkan konsistensi dari UU terkait 
keterlambatan pengurusan akta kelahiran tersebut sehingga masyarakat 
dapat memiliki akta kelahiran dengan mudah, serta harapan kewenangan 
yang diberikan Dinas Kependudukan mengenai pengurusan Akta 
kelahiran Pasca keluarnya putusan MK tersebut dijalankan lebih baik lagi. 
Berangkat dari itu, maka penulis merasa perlu untuk melakukan 
pengkajian secara mendalam melalui skripsi  yang berjudul“Implikasi 
Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XI/2013 Terhadap 
Pelaksanaan Kewenangan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil dalam 
Pengurusan Akta Kelahiran” 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka 
yangmenjadi rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah : 
1. Bagaimanakah pertimbangan hukumhakim dalam Putusan 
MahkamahKonstitusi No.18/PUU-XI/2013 tentang keterlambatan mengurus 
aktakelahiran yang tidak melalui pengadilan? 
2. Bagaimanakah konsekuensi yang ditimbulkan setelah keluarnya Putusan 
Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XI/2013 tentang keterlambatan mengurus 
aktakelahiran yang tidak melalui Pengadilan? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Tujuan Penelitian  
1. Untuk mengetahui pertimbangan hukumhakim dalam putusan Mahkamah 
Konstitusi No.18/PUU-XI/2013 tentang keterlambatan mengurus Akta 
Kelahiran yang tidak melalui pengadilan. 
2. Untuk mengetahui konsekuensi yang ditimbulkan setelah keluarnya Putusan 
Mahkamah Konstitusi No.18/PUU/XI-2013 tentang keterlambatan mengurus 
Akta Kelahiran yang tidak melalui Pengadilan. 
 
KegunaanPenelitian 
1. Sebagai bahan pemikiran yang mungkin dapat di jadikan sebagai bahan 
refrensi atau evaluasi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang 
menyangkut masalah keterlambatan mengurus Akta Kelahiran yang tidak 
melalui pengadilan. 
2. Sebagai bahan informasi dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi peneliti 
di bidang hukum lainnya, mahasiswa dan berbagai pihak yang melakukan 
penelitian menyangkut tentang keterlambatan mengurus Akta Kelahiran 
yang tidak melalui Pengadilan. 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Tinjauan Umum Tentang Kekuasaan  Kehakiman 
1. Fungsi Kekuasaan Kehakiman  
 Cabang kekuasaan kehakiman  dikembangkan  sebagai satu 
kesatuan sistem yang berpuncak pada MA dan MK. Sesuai dengan 
prinsip pemisahan kekuasaan yaitu, fungsi-fungsi legislatif, eksekutif, 
dan judikatif yang dikembangkan sebagai cabang-cabang kekuasaan 
yang terpisah satu sama lain. Jika kekuasaan legislatif berpuncak 
pada DPR dan DPD, maka kekuasaan judikatif berpuncak pada 
kekuasaan kehakiman yang terdiri atas MA dan MK. 
 Miriam Budiarjo menyatakan apabila memandang negara dari 
sudut kekuasaan dan menganggapnya sebagai organisasi kekuasaan 
maka UUD dapat dianggap sebagai lembaga atau kumpulan asas 
yang  menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi antara lembaga 
kenegaraan, misalnya kepada legislatif, eksekutif, dan yudikatif ; UUD 
menentukan cara-cara bagaimana pusat kekuasaan bekerja sama dan 
menyesuaikan diri satu sama lain, serta merekam hubungan 
kekuasaan dalam suatu negara.8 
 Di Negara-negara demokrasi konstitusional, UUD mempunyai 
fungsi dalam perspektif horizontal gagasan demokrasi konstitusional 
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mengandung sepuluh prinsip pokok yang dilembagakan dengan 
menambahkan prinsip-prinsip negara hukum menjadi, yaitu : 
a) adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan 
bersama.  
b) pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan atau pluralis.  
c) adanya aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan 
bersama. 
d) dalam sistem kekuasaan negara ada mekanisme penyelesaian 
sengketa berdasarkan aturan yang disepakati bersama.  
e) pengakuan dan penghormatan hak asasi manusia.  
f) pembatasan kekuasaan melalui mekanisme pemisahan atau 
pembagian kekuasaan yang disertai mekanisme penyelesaian 
sengketa ketatanegaraan antarlembaga negara baik secara vertikal 
maupun horisontal.  
g) adanya peradilan yang bersifat independent dan tidak memihak 
dengan kewibawaan putusan yang tertinggi atas dasar keadilan dan 
kebenaran.  
h) dibentuknya peradilan yang khusus untuk menjamin keadilan bagi 
warga negara yang dirugikan akibat keputusan atau kebijakan 
pemerintahan (pejabat administrasi negara). i) adanya mekanisme 
judicial review.  
j) jaminan pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut dalam konstitusi dan 
peraturan perundang-undangan.  
k) pengakuan terhadap asas legalitas dalam keseluruhan sistem 
penyelenggaran negara. 
 Berdasarkan Trias politica yang memisahkan secara tegas antar 
3 (tiga) cabang kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan judikatif, 
Serta penerapan Check and Balances antara lembaga-lembaga 
negara yang saling mengimbangi sederajat satu sama lain, yaitu: (i) 
presiden dan wakil presiden sebagai suatu institusi kepemimpinan, (ii) 
MPR yang terdiri atas DPR dan DPRD, dan (iii) kekuasaan kehakiman 
yang terdiri atas MA dan MK. ketiga lembaga tersebut tunduk di bawah 
pengaturan konstitusi, yaitu UUD NRI 1945 dengan segala 
perubahannya.9 
 Dengan demikian, lembaga Majelis Permusyawaratan rakyat 
merupakan puncak dari kedaulatan rakyat, sedangkan Mahkamah 
Agung dan Mahkamah Konstitusi dapat dilihat sebagai cermin sitem 
kedaulatan hukum. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi 
memiliki satu kesatuan yang utuh, Jika kedua-duanya disebut sebagai 
hasil dari Mahkamah Kasasi maka akan menimbulkan  kesan seakan-
akan asli hanya bersifat kasasi, padahal dalam kenyataannya 
kewenangannya tidak hanya menyangkut perkara-perkara kasasi. 
 Oleh sebab itu, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi 
dapat diterima berdiri sendiri bahwa pada hakekatnya keduanya 
berada dalam satu kesatuan fungsi kekuasaan mahkamah kehakiman 
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yang mencerminkan puncak kedaulatan hukum Indonesia berdasarkan 
Undang-Undang Dasar. Sehingga kedua lembaga ini secara bersama-
sama dapat disebut sebagai Mahkamah Kehakiman. 
 Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang 
Kekuasaan Kehakiman dalam pasal 1 ketentuan umum : 
”Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang 
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan 
hukum dan keadilan berdasarkan pancasila, demi 
terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia”.10 
 
 Kekuasaan Kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, 
berarti bebas dan lepas dari campur tangan pemerintah atau badan 
negara lain atau pihak penyelenggaran tugas serta kewenangannya, 
dinyatakan secara tegas dalam perubahan Ketiga UUD 1945, tentang 
Pasal 24 Ayat (1) menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman yang 
merdeka dalam penegakan hukum dan keadilan. 
 Selain itu, Berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) Perubahan Ketiga 
UUD 1945, maka yang diberi wewenang oleh UUD 1945 untuk 
melakukan kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung beserta 
badan-badan peradilan dibawahnya, dan  oleh Mahkamah Konstitusi. 
Badan-badan peradilan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman 
mengembang tugas pokok, yakni melaksanakan Public service di 
bidang pemberian keadilan.11 
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  Henry P. Pangabean, Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari : Upaya 
penangggulan Tunggakan Perkara dan Pemberdayaan Fungsi Pengawasan Mahkamah 
Agung (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001). 
 Dalam menyelesaikan suatu pokok-pokok perkara dan masalah-
masalah hukum, dalam bentuk penyelesaiannya menyerahkan kepada 
kekuasaan kehakiman dalam bentuk peradilan dengan pelaksanannya 
yaitu Hakim. Hakim sebagai fungsionaris pengadilan, dalam 
menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau perselisihan 
hukum dengan setepat-tepatnya maka terlebih dahulu harus 
mengetahui secara objektif tentang duduk perkara yang sebenarnya 
yaitu sebagai dasar dalam memberikan putusan.12 
 Meninjau dari hukum positif di Negara Republik Indonesia, 
putusan hakim atau pengadilan dinyatakan sah dan mempunyai 
kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk 
umum. Berkaitan hal tersebut  adapun asas-asas dalam 
penyelenggaran peradilan di Indonesia antara lainnya, sebagai berikut 
: 
a) Asas persamaan dihadapan hukum atau Equality before the law. Asas 
inimerupakan asas yang dianut oleh negara-negara berdasarkan hukum. 
b) Asas sidang terbuka untuk umum. Pada intinya, ketentuan Pasal 20 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menentukan bahwa sidang 
pengadilan adalah terbuka untuk umum dan mempunyai kekuatan hukum 
bila diucapkan dalam sidang terbuka umum. 
c) Asas Peradilan dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan, 
serta bebas, adil dan tidak memihak. Asas ini berdasarkan hak asasi 
manusia. 
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d) Asas kepentingan umum. Menegaskan bahwa pengadilan berwenang 
dalam menetapkan perkara-perkara yang menyangkut kepentingan 
umum untuk segera diperiksa terlebih dahulu. 
e) Asas praduka Tak bersalah, Setiap orang wajib dianggap tidak 
bersalah sebelum adanya putusan hakim yang memilik kekuatan hukum 
tetap. 
f) Asas legalitas atau kepastian hukum, yang berkaitan erat dengan 
ajaran legisme yang memandang peraturan tertulis merupakan satu-
satunya sumber hukum. 
g) Asas kebebasan hakim. Merupakan penjabaran dari prinsip negara 
hukum dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari 
tekanan atau pengaruh pihak dari manapun. 
h) Asas Ne bis idem artinya tidak ada pengadilan terhadap orang yang 
sama dan perkara yang sama apabila sudah ada putusan hakim terhadap 
hal itu. 
2. Teori Penafsiran Hakim dalam memutus Perkara. 
 Menurut Acmad Ali, ada 2 (dua) teori penemuan hukum yang 
dapat dilakukan oleh hakim dalam praktik peradilan, yaitu melalui metode 
interpretasi atau penafsiran dan melalui metode konstruksi.13Dan seperti 
halnya menurut J.J.H Bruggink metode penemuan hukum yang meliputi 
metode interpretasi dan metode konstruksi hukum atau penalaran.14 
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 Berbicara tentang penafsiran atau interpretasi peraturan undang-
undang ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang 
tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta 
yang dimaksud oleh pembuat undang-undang. semata-mata menyangkut 
penerapan peraturan. Sedangkan kontruksi hukum terjadi, apabila tidak 
ditemukan ketentuan undang-undang yang secara langsung dapat 
diterapkan pada masalah hukum yang dihadapi, ataupun dalam hal 
peraturannya memang tidak ada, jadi terdapat kekosongan hukum atau 
kekosongan Undang-Undang. 
 Perbedaan antara Interpretasi dan kontraksi secara terperinci 
adalah15 : 
a) Pada interpretasi,penafsiran terhadap teks undang-undang, masih 
tetap berpegang pada bunyi teks itu. 
b) Pada kontraksi, hakim menggunakan penalaran logisnya untuk 
mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, dimana hakim 
tidak lagi berpegang pada bunyi teks itu, tetapi dengan syarat hakim 
mengabaikan hukum sebagai system. 
 Antara Interpertasi dengan kontruksi unsur pembedanya hanya 
terletak pada pembuat undang-undangnya. Proses dimana hakim sendiri 
yang mencari makna dari kata-kata dari undang-undang. Interpretasi 
dalam hal berasal dari undang-undang  menjadi patokan pembeda 
dengan kontruksi. 
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 Menurut Sudikno Mertakusomo, Interpertasi atau penafsiran 
merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan 
penjelasan gambling tentang tentang teks undang-undang, agar ruang 
lingkup kaidah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan pada 
peristiwa hukum tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan 
yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh 
masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkret. 
Tujuan akhir penjelasan dan penafsiran aturan tersebut untuk 
merealisasikan fungsi agar hukum positif itu berlaku.16 
 Dalam kaitannya dengan interpertasi, Ian MCLeod 
mengemukakan adannya 3 (tiga) asas dalam contetualism, yaitu sebagai 
berikut17 : 
a) Asas Noscitur a Sociis, yaitu suatu hal yang diketahui dari 
associatednya, yang berarti suatu kata harus diartikan dalam 
rangkaiannya. 
b) Asas Ejusdem Generis, yang berarti sesuai genusnya, yaitu satu kata 
dibatasi makna secara khusus dalam kelompoknya. 
Contoh : perbuatan hukum dalam konsep hukum administrasi belum  
tentu sama maknanya dalam konsep hukum perdata atau hukum pidana. 
c) Asas Expressio Unius Exclusio Alter, yaitu kalau satu konsep 
digunakan dalam hukum tata usaha negara, maka konsep yang sama 
belum tentu berlaku untuk kalangan dalam hukum perdata atau hukum 
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pidana.Contoh: kalau konsep rectmatigheid sudah digunakan dalam  
hukum tata usaha Negara, maka konsep yang sama belum tentu berlaku 
untuk kalangan dalam hukum perdata atau hukum pidana. 
 Berkaitan dengan hal penafsiran hakim, berbicara tentang 
konstitusi merupakan kumpulan asas-asas yang mengatur dan 
menetapkan kekuasaan dan pemerintah, hak-hak yang diperintah serta 
dalam praktek ketatanegaraan, peristiwa-peristiwa ketatanegaraan yang 
berkembang bersifat secara dinamis. Oleh karena itu, timbul suatu 
permasalahan, bagaimana konstitusi tersebut dapat diterapkan dalam 
perkembangan ketatanegaraan yang berintikan memberikan jawaban 
akan makna konstitusi. Maka, dalam teori konstitusi berkembang aliran 
penafsiran konstitusi “ interpretasion of constitusions”. 
 Philip Bobitt, menyatakan bahwa interpretasi konstitusi adalah 
subyek bagi mereka yang mempelajari bagaimana konstitusi dapat 
diterapkan. Mereka yang memperlajari konstitusi diterapkan, bukan hanya 
para pejaban seperti Hakim. Akan tetapi, menurut Bobitt penafsiran 
konstitusi memiliki dua dimensi yakni penerapan konstitusi oleh para 
pejabat yang berwenang dan analisis akademik dalam dunia pendidikan. 
Bahkan, menurut Terence Ball tugas penafsiran konstitusi terdiri tidak 
hanya dari sajana hukum, pengacara, hakim  akan tetapi warga 
masyarakat biasa.18 
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Berdasarkan penafsiran Konstitusi oleh Hakim (Judicial 
Interpretation), dalam hal ini kewenangan judicial review 
Kewenangan judicial review telah menimbulkan sebuah kewenangan yang 
samar atau dengan kata lain menciptakan kewenangan baru, yaitu 
kewenangan menafsirkan konstitusi. Kewenangan menafsirkan itu timbul 
dari sebuah tafsir pula bahwa bagaimana bisa melakukan review terhadap 
sebuah undang-undang agar berkesesuaian dengan konstitusi apabila 
tidak diberi kewenangan memaknai dan menafsirkan konstitusi itu sendiri. 
Sehingga Undang-undang tersebut sesuai dengan konstitusi. Serta 
kewenangan tafsir konstitusi itu lahir juga dari sebuah penafsiran.19 
Para hakim menggunakan pandangan atau kemampuan 
berdasarkan pemahaman mereka terhadap hukum itu sendiri. Artinya, 
masing-masing hakim berbeda pula dalam melakukan penafsiran 
konstitusi, sehingga suatu saat para hakim akan saling bertentangan 
dalam menafsirkan konstitusi dalam perkara tertentu.  
NamunSoedikno Mertokusumo juga mengemukakan bahwa 
terdapat metode penemuan hukum melalui penafsiran oleh hakim, ialah: 
interpretasi gramatikal, interpretasi sitematis atau logis, interpretasi 
historis, interpretasi teleologis atau sosiologis. Pandangan Soedikno 
Mertokusumo tersebut umum digunakan dalam kaidah tafsir hukum 
secara umum. Namun, dalam metode tafsir konstitusi metode interpretasi 
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yang digunakan sedikit berbeda walaupun pada intinya penafsiran hukum 
tersebut dapat pula digunakan untuk itu. 
Berdasarkan interpertasi atau penafsiran  hakim dalam hal ini 
tentang metode penafsiran konstitusi yaitu20: 
a) Metode Tafsir Literal / Literlijk. 
Metode ini, menurut Utrecht, adalah metode pertama yang  
ditempuh dalam penafsiran UU. Penafsiran bertumpu pada 
penggalian makna harfiah suatu teks (what does the word mean). 
Menurutnya, seorang hakim wajib mencari tahu arti kata dalam UU dalam 
kamus atau pada ahli tata bahasa. Jika hakim belum menemukan 
maknanya, maka dia mencarinya dengan memperhatikan dan 
mempelajari susunan kalimat dan mencari hubungannya dengan 
peraturan-peraturan lain. 
b) Metode Tafsir Gramatik. 
Interpretasi bahasa ini mempunyai penekanan pada makna teks 
yang di dalamnya terdapat kaidah hukum. Menurut Visser Hoft, di negara 
yang mengedepankan kodifikasi, (berdoktrin the binding force of 
precedent). Teks harfiah UU sangat penting. Namun, adakalanya metode 
penafsiran ini kurang bisa menjawab jika norma yang ditafsirkan sudah 
menjadi perdebatan. Maka diperlukan metode-metode yang lain. 
c) Metode Tafsir Restriktif. 
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Sudikno Mertokusumo dan Pitlo mengartikan tafsir restriktif sebagai 
cara tafsir dengan cara pembatasan penafsiran sesuai dengan kata yang 
mana kata tersebut sudah mempunyai makna tertentu. Apabila suatu 
norma sudah dirumuskan secara jelas (expresis verbis), maka penafsiran 
yang bersifat kompleks tidak lagi dibutuhkan. Tafsir norma tersebut harus 
dicukupkan (iktifa’) dengan makna yang jelas tersebut. 
d) Metode Tafsir Ekstensif. 
Metode penalaran yang digunakan dalam metode tafsir seperti ini 
adalah kebalikan dari metode restriktif. Jika metode tafsir restriktif 
membatasi penafsiran pada suatu makan tertentu, maka metode ekstensif 
bersifat memperluas makna. Menurut Sudikno dan Pitlo, hasil penafsiran 
ini melebihi dari apa yang didapat dari metode tafsir gramatikal. 
e) Metode Tafsir Otentik. 
Penafsiran ini dikenal dengan sebutan authentekie interpretatie / 
officiele interpretatie. Utrecht berpendapat, bahwa penafsiran gaya ini 
adalah penafsiran yang didasarkan pada tafsir yang dinyatakan oleh 
pembuat undang-undang. Dalam dunia perundang-undangan, kita 
mengenal apa yang disebut dengan penjelasan UU. Menurut Sudikno 
Mertokusumo dan Pitlo, gaya tafsir seperti ini hanya boleh dilakukan 
berdasarkan makna yang sudah jelas dalam UU. 
f) Metode Tafsir Sistematik. 
Systematiche interpretatie / dogmatische interpretatie adalah 
menafsirkan menurut sistem yang ada dalam hukum yakni dengan 
memperhatikan naskah-naskah hukum lain. Misalkan, yang akan 
ditafsirkan adalah sebuah norma yang ada dalam UU, maka peraturan 
yang sama dan apalagi mempunyai asas yang sama, pantas untuk 
diperhatikan. Menurut Vissert, dalam sistem hukum yang mengedepankan 
kodifikasi (the binding force of precedent), merujuk pada UU yang lain 
adalah perkara yang lumrah. Namun dalam negara yang menganut case 
law system, yang bersendikan the persuassive force of precedent, yang 
menjadi rujukan adalah sistemnya, apabila suatu karakter sitematis dapat 
diasumsikan (diandaikan). 
g) Metode Tafsir Sejarah Undang-Undang. 
Dasar dari metode ini adalah apa yang menjadi dasar dalam 
perumusan UU itu sendiri. Penafsiran dengan menggunakan gaya ini 
adalah merupakan gaya tafsir historis dalam artinya yang sempit. Titik 
tekan pada gaya tafsir ini adalah merujuk pada sejarah penyusunan, 
risalah yang digunakan dalam penyusunannya, catatan pembahasan oleh 
komisi-komisi legislator, dan naskah-bnaskah lain yang berhubungan. 
Menurut Utrecht, gaya tafsir ini terfokus pada latar belakang penyusunan 
naskah dan perdebatan yang terjadi pada saat perumusan UU tersebut. 
h) Metode Tafsir Historis. 
Jika metode tafsir nomor 7 adalah tafsir sejarah dalam arti sempit, 
maka metode tafsir ini adalah arti dari kata sejarah dalam arti yang lebih 
luas dari pengertian yang sebelumnya, karena tidak hanya mencakup 
pada sejarah penyusunan, namun lebih jauh kebelakang dengan juga 
memperhatikan pendapat pakar dari masa lampau yang sudah menjadi 
comminis oppinio doctorum. Penafsiran historis yang bergaya seperti 
ini,juga dilakukan dengan menyelidiki asal-usul naskah dari sebuah sistem 
hukum yang pernah berlaku, bahkan tak jarang juga harus meneliti 
dokumen dari sistem hukum lain yang berlaku di negara lai pula. 
i) Metode Tafsir Teleologis. 
Metode tafsir ini memusatkan perhatian pada persoalan apa yang 
hendak dicapai oleh norma yang ada dalam teks. Titik tekan tafsiran pada 
fakta bahwa pada teks terkandung tujuan atau asas sebagai pondasi. Dan 
tujuan dan asas tersebut mempengaruhi interpretasi. 
j) Metode Tafsir Sosiologis. 
Sociological Interpretation memusatkan diri pada permasalahan 
apa konteks sosial dari kegiatan yang akan dinilai secara hukum (what 
does social context of the event to be legally judged). Konteks sosial suatu 
naskah dirumuskan dapat mempengaruhi legislator ketika sebuah naskah 
hukum dirumuskan, dan hal ini harus dijadikan konsideran juga dalam 
penafsiran norma. 
k) Metode Tafsir Sosio-Historis. 
Gaya tafsir seperti ini adalah dengan memperhatikan “asbaabun 
nuzul” dan “asbaabul wurud” suatu norma hukum. Berbeda dengan 
penafsiran historis (baik dalam arti sempit –No.7- atau dalam arti luas –
No.8-), penafsiran sosio-historis memperhatikan keadaan konteks dan 
perkembangan sosiologis masyarakat pada saat suatu norma hukum itu 
lahir. Perbedaannya dengan metode tafsir sosiologis, adalah metode 
sosio-historis lebih memusatkan perhatiannya pada konteks sejarah yang 
mempengaruhi pembentukan suatu norma hukum. 
l) Metode Tafsir Holistik. 
Teori penafsiran holistik mengaitkan sebuah naskah hukum dengan 
konteks keseluruhan jiwa dari naskah tersebut. Konsep dasar yang 
terkandung dalam metode tafsir ini adalah pengandaian bahwa setiap 
naskah hukum seperti UU atau UUD haruslah dipandang sebagai satu 
kesatuan sistem norma hukum yang mengikat untuk umum. Sehingga 
kandungan makna yang tertuang dalam teks, tidak dipahami kata-per-kata 
atau pasal-per-pasal, namun dipandang sebagai suatu kesatuan yang 
menyeluruh/holistik. 
m) Metode Tafsir Tematis – Sistematis. 
Pusat perhatian dalam metode tafsir yang satu ini adalah persoalan 
apa yang menjadi tema substantif artikel dirumuskan (what be the 
substantive theme of the article formulated). Dalam konstitusi Amerika 
Article 68 menentukan bahwasanyapemilihan umum berkala 
diselenggarakan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari sebelum akhir 
masa jabatan anggota National Assembly. Pemilihan umum anggota 
National Assembly diselenggarakan dengan tata cara yang diatur oleh 
UU. Selanjutnya ditentukan pula bahwa penyelenggaraan pemilu 
ditetapkan dengan keputusan, dengan ketentuan bahwa sidang pertama 
anggota National Assembly yang baru terpilih harus sudah diadakan pada 
Kamis kedua sesudah terpilihnya sekurang-kurangnya 2/3 jumlah seluruh 
anggota National Assembly. Jika diperhatikan, jelas sekali bahwa Article 
68 Konstitusi Amerika Serikat ini mengatur prosedur penyelenggaraan 
pemilu. Beginilah cara tafsir tematis-sistematis. 
n) Metode Tafsir Futuristik. 
Metode ini adalah gaya tafsir hukum yang dilakukan dengan cara 
merujuk pada suatu RUU / ius constituendum yang sudah mendapat 
persetujuan bersama, namun belum disahkan secara formil, atau masih 
belum mendapat persetujuan, namun hakim penafsir melakukan forward 
walking, yakni merujuk pada nilai-nilai yang pasti lolos dalam ius 
constituendum tersebut sehingga pada waktunya disahkan dan mengikat 
(in kracht), norma hukum yang dijadikan acuan oleh hakim penafsir tadi 
sudah menjadi hukum positif (ius constitutum). 
o) Metode Tafsir Evolutif-Dinamis. 
Tokoh yang mengenalkan gagasan tafsir seperti ini adalah Vissert 
Hoft. Metode interpretasi norma ini dipandang perlu untuk dilakukan 
karena adanya pandangan yang berubah dalam dinamika kehidupan 
masyarakat. Oleh sebab itu, makna yang harus diberikan pada norma 
hukum yang ditafsirkan haruslah bersifat “mendobrak perkembangan”. 
Salah satu ciri penting metode interpretasi ini adalah diabaikannya 
maksud asli (the original intent) legislator. 
 
p) Metode Tafsir Komparatif. 
Pengertian yang sangat mudah dari perbandingan adalah: 
identifying simmliarity and differences. Pitlo dan Sudikno mengartikan 
metode ini sebagai sebuah kegiatan penafsiran dengan cara 
membandingkan dengan berbagai sistem hukum. Perbandingan yang 
dilakukan adalah sebagai upaya menemukan prinsip-prinsip yang berlaku 
umum pada sistem-sistem yang diperbandingkan. Sehinnga hasil dari 
komparasi tersebut dapat digunakan dan diterapkan dalam menyelesaikan 
suatu kasus hukum dengan seadil-adilnya dan setepat-tepatnya. 
q) Metode Tafsir Interdisipliner. 
Sudikno dan Pitlo berpendapat bahwa penggunaan logika 
penafsiran dengan menggunakan banyak cabang ilmu pengetahuan, 
banyak cabang dalam ilmu hukum sendiri, ataupun banyak cabang dari 
berbagai metode penafsiran juga penting. Karena banyak kasus yang 
tidak dapat didekati dengan hanya mengandalkan satu sudut pandang 
saja. Yang antara lain disebabkan oleh kompleksitas pemasalahan yang 
harus melibatkan interdisiplin ilmu demi menggapai keadilan. 
r) Metode Tafsir Multidisipliner. 
Berbeda dengan tafsir interdisipliner yang melibatkan banyak 
cabang ilmu di luar ilmu hukum, metode tafsir interdisipliner hanya 
melibatkan suatu cabang ilmu diluar ilmu hukum. Misalnya, suatu kasus 
yang menuntut adanya pembuktian yang pembuktian tersebut semata-
mata hanya tergantung pada penafsiran ilmu kedokteran saja. 
s) Metode Tafsir Filosofis 
Penafsiran filosofis memusatkan perhatian pada segi what is the 
underlying philosophical thought yang tekandung dalam teks yang akan 
ditafsirkan. Misalkan tafsir Mahkamah Konstitusi atas Pasal 1 ayat (3) 
UUD 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. 
Dalam hal ini, faktor filosofi bermain. 
t) Metode Penafsiran Kreatif 
Menurut Dworkin, interprestasi kreatif dapat digunakan, tetapi 
hanya terhadap kasus khusus dari interprestasi conversational. Penafsiran 
ini dimaksudkan untuk mengungkap maksud penyusunan atau maksud-
maksud dalam tulisan. Misalnya, novel atau tradisi tertentu masyarakat 
yang biasanya diungkapkan masyarakat dalam percakapan sehari-hari. 
Bahwa interprestasi kreatif hanya untuk kasus khusus penafsiran lisan. 
Interprestasi kreatif bukanlah sekedar menangkap mana dalam 
percakapan melainkan mengkonstruksikan atau menyusun makna. 
Penafsiran kreatif dalam pandangan konstruktif adalah interaksi antara 
maksud dan tujuan. 
u) Metode Penafsiran Artistik 
Sebagaimana dikemukakan oleh Dworkin, melakukan kegiatan 
penafsiran dengan cara menentukan persoalan yang mudah dan 
sederhana. Oleh karena itu, berupaya untuk memahami suatu maksud, 
dilkukan melalui pemaknaan ungkapan kesadaran mental. Penafsiran 
artistic tidak selalu bermaksud mengidentifikasikan beberapa jenis 
kesadaran pikiran dalam menggunakan pengaruhnya terhadap pikiran 
penyusun ketika dia mengatakan, menulis, atau melakukan sesuatu. 
Dalam hal imi, maksud selalu lebih kompleks dari problematical. 
v) Metode Penafsiran Konstruktif  
Metode penafsiran konstruktif ini, menurut Dworkin, dapat 
dilakukan dengan tiga tahap. Pertama, tahap pra-penafsiran dimana 
aturan-aturan dan batasan-batasan yang digunakan untuk memberikan 
isis tentatif mengenai praktik yang diperkenalkan. Kedua, adalah tahap 
interpretasi sendiri, dimana penafsir menjustifikasi unsure-unsur pokok 
yang timbul dari praktik. Justifikasi tidak perlu semua harus sesuai bagi 
penafsir. Menjadi sangat penting dalam hal ini, bahwa mampu melihat 
dirinya sendiri sebagai penafsir praktis dan menemukan sesuatu yang 
baru. Ketiga, setelah tahap penafsiran penafsir menyesuaikan 
pendiriannya tentang prakrik sebenarnya atau menyelesaikan. 
w) Metode Penafsiran Konversasional 
Metode ini sebenarnya agak berada di luar kebiasaan penafsiran 
yang biasa digunakan. Penafsiran konversasional ini bukan dimaksudkan 
untuk menjelaskan suara seseorang. Penafsiran ini menandai makna 
dalam menjelaskan motif-motif dan maksud-maksud mengenai makna 
yang dirasakan pembicara, dan menyimpulkan sebagai pernyataan 
tentang maksud pembicaraan dalam mengatakan apa yang dia perbuat. 
Penafsir hendak menemukan maksud atau makna yang diucapkan 
oleh orang lain dalam berbagai peristiwa yang secara tepat untuk makna 
dalam masyarakat, misalnya sopan santun. Sutandyo dalam salah satu 
tulisannya semiotika, mengatakan tentang the semiotic jurisprudence. 
Semiotik mengkaji tentang tanda-tanda kebahasaan yang tidak lain dari 
hasil konsep-tualisasi oleh subjek-subjek atau intersubjek. 
B.Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Konstitusi 
1. Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Negara Hukum 
Penelitian tentang wewenang Mahkamah Konstitusi  dalam struktur  
ketatanegaran di Indonesia tidak terpisah dari teori konstitusi dan hukum 
konstitusi yang meliputi teori pemisahan kekuasaan, prinsip chek and 
balances system, teori tentang pemerintahan, serta teori yang berkaitan 
dengan prinsip-prinsip negara hukum, sistem konstitusional,hubungan 
hukum dan politik,serta teori perundang-undangan.21Sistem 
ketatanegaraan pada dasarnya mengandung dua aspek, yaitu aspek yang 
berkenaan dengan kekuasaan lembaga-lembaga negara beserta 
hubungannya satu sama lain di antara lembaga-lembaga negara tersebut 
serta hubungan hubungan antara lembaga-lembaga negara dengan 
warga negara. Kedua aspek tersebut dapat dilihat dalam konstitusi suatu 
negara.22 
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah lembaga (tinggi) 
negara yang baru yang sederajat dan sama tinggi kedudukannya dengan 
Mahkamah Agung (MA). Menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca Perubahan Keempat 
(Tahun 2002), dalam struktur kelembagaan Republik Indonesia terdapat 
(setidaknya) 9 (sembilan) buah organ negara yang secara langsung 
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menerima kewenangan langsung dari Undang-Undang Dasar. Kesembilan 
organ tersebut adalah (i) Dewan Perwakilan Rakyat, (ii) Dewan Perwakilan 
Daerah, (iii) Majelis Permusyawaratan Rakyat, (iv) Badan Pemeriksa 
Keuangan, (v) Presiden, (vi) Wakil Presiden, (vii) Mahkamah Agung, (viii) 
Mahkamah Konstitusi, dan (ix) Komisi Yudisial.23 
Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin agar konstitusi 
sebagai hukum tertinggi dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Karena 
itu, Mahkamah Konstitusi biasa disebut sebagai The guardian of the 
constitution seperti sebutan yang dinisbatkan kepada Mahkamah Agung 
Amerika Serikat karena tidak ada Mahkamah Konstitusi maka Mahkamah 
Agung-lah yang disebut sebagai The guardian Of American Contitution.24 
Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa Pembentukan Mahkamah 
Konstitusi pada setiap Negara memiliki latar belakang yang beragam, 
namun secara umum adalah berawal dari suatu perubahan politik 
kekuasaan yang otoriter menuju demokratis, sedangkan keberadaan 
Mahkamah Konstitusi lebih untuk menyelesaikan konflik antarlembaga 
yang demokratis tidak bisa dihindari munculnya pertentangan antar 
lembaga.25 Selain itu, adanya kekosongan pengaturan pengujian (judicial 
review) terhadap undang-undang secara tidak lansung telah 
menguntungkan kekuasaan karena produk perundang-undangnya tidak 
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akan ada yang menganggu gugat, dan karenanya untuk menjamin bahwa 
penyusunan peraturan perundang-undangan akan selaras dengan 
konstitusi harus ditentukan mekanisme untuk mengawasinya melalui hak 
menguji.26 
Berdasarkan ketentuan Pasal 24C Ayat (3) perubahan Ketiga UUD 
1945, Mahkamah Konstitusi mempunyai Sembilan orang anggota hakim 
Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden , yang diajukan masing-masing 
tiga orang oleh Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan rakyat dan 
Presiden.27Menurut Riris Katrina pada Pasal 24C Ayat 3 Perubahan  
Ketiga UUD 1945, dapat dilihat yakni; (i) Jumlah hakim konstitusi, (ii) 
penetapan hakim konstitusi dan (iii) proses pengajuan hakim konstitusi.28 
Menurut Riris Katharina dengan mengutip Catatan Risalah Panitia 
Ad Hoc I Badan Pekerja Majelis Permusyaratan Rakyat Republik 
Indonesia menyebutkan alasan dari penetapan jumlah Sembilan orang 
hakim konstitusi adalah:29 
a) Pada prinsipnya jumlah hakim konstitusi harus ganjil, yakni untuk 
memudahkan pengambilan putusan. 
b) Agar mewakili seluruh aspirasi pemegang kekuasaan, yakni Mahkamah 
Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden. 
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c) Contoh di beberapa Negara lain yang sudah memilki Mahkamah 
Konstitusi, banyak di antaranya yang jumlah hakim konstitusinya 
sebanyak Sembilan orang. 
d) Jumlah hakim sembilan orang dimaksudkan supaya persidangan biar 
lebih cepat, singkat, dan efisien. 
Pengangkatan atau penetapan hakim konstitusi oleh presiden 
dengan menerbitkan Keputusan Presiden, melainkan dipandang sebagai 
salah satu tugas presiden dalam kapasitasnya selaku Kepala Negara.30 
Penerbitan Keputusan Presiden tersebut ditentukan dalam jangka waktu 
paling lambat tujuh hari kerja sejak pengajuan calon hakim konstitusi 
diterima Presiden, merupakan ketentuan yang bersifat administratif.31 
Berdasarkan perubahan UUD 1945 melahirkan lembaga baru di 
bidang kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Konstitusi, sebagaimana 
yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2), yang berbunyi sebagai berikut: “ 
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan 
badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan 
agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha 
negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”32 
Ikhsan Rosyada berpendapat bahwa kedudukan dan peranan 
Mahkamah Konstitusi berada pada posisi strategis dalam system 
Ketatanegaraan Republik Indonesia karena Mahkamah Konstitusi 
mempunyai kewenangan yang terkait lansung dengan kepentingan politik, 
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baik dari pihak pemegang kekuasaan maupun pihak yang berupaya 
mendapatkan kekuasaan dalam system kekuasaan di Negara Republik 
Indonesia. Hal ini menjadikan kedudukan Mahkamah Konstitusi sangat 
rawan terhadap intervensi  atau pengaruh kepentingan dari luar.33 
2. Fungsi dan Tugas Mahkamah Konstitusi 
Berdasarkan politik konstitusi, sistem dan lembaga peradilan adalah 
bagian distribusi kekuasaan negara. Pasal 24 (2) UUD NRI 1945 
menentukan, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi pelaksana 
kekuasaan kehakiman dengan 5 (lima) yurisdiksi. Empat (4) yurisdiksi 
peradilan yaitu peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara 
(TUN) yang tetap dilaksanakan Mahkamah Konstitusi. Wewenang dan 
Kewajiban Mahkamah Konstitusi ( pasal 24C (1) NRI 1945), yang 
dilembagakan diluar Mahkamah Konstitusi, menjadi yurisdiksi peradilan 
konstitusi.34 
Menurut Jimly Assiddiqie bahwasanya Mahkamah Konstitusi 
merupakan fenomena baru dalam ketatanegaraan. Sebagian besar 
Negara demokrasi  yang sudah berdiri sendiri. Sampai sekarang baru ada 
78 negara yang membentuk mahkamah ini secara tersendiri.35Fungsi-
fungsi yang dapat dibayangkan sebagai fungsi Mahkamah Konstitusi 
seperti Judicial review dalam rangka menguji konstitusionalitas suatu 
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undang-undang, baik dalam arti formil ataupun dalam arti pengujian 
material.36 
Sebagai sebuah lembaga yang telah  ditentukan dalam UUD, 
kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diberikan dan diatur dalam UUD. 
Kewenangan yang mengekslusifkan dan membedakan Mahkamah 
Konstitusi dari lembaga-lembaga lain. Wewenang Mahkamah Konstitusi 
secara khusus diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 10 
Ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang 
menyatakan: (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat 
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU 
terhadap UUD; (2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 
kewenangannya diberikan oleh UUD. Misalnya, usul pemberhentian 
presiden dan/atau wapres oleh DPR kepada MPR apabila presiden 
dan/atau wapres terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana 
diatur dalam Pasal 7A UUD 1945; (3) Memutus pembubaran partai politik; 
dan (4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.37 
Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawal konstitusi, 
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dilengkapi dengan 6 (enam) 
kewenangan atau sering disebut 4 (empat) kewenangan ditambah 1 (satu) 
kewajiban yang diatur secara khusus dalam Pasal 10 ayat (1) UU MK 
yaitu: 
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1. Menguji konstitusional Undang-Undang; 
Dalam melakukan fungsi peradilan dalam keempat bidang 
kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi melakukan penafsiran 
terhadap UUD NRI 1945, sebagai satu-satunya lembaga yang mempunyai 
kewenangan tertinggi untuk menafsirkan UUD NRI. Berdasarkan hal 
tersebut, disamping berfungsi sebagai pengawal UUD, Mahkamah 
Konstitusi juga biasa disebut sebagai the sole interpreter of the 
Constitution.38 
Hal ini diperkuat oleh pemikiran Hans Kelsen yang berpendapat 
bahwa tugas menguji undang-undang tidak boleh dipercayakan oleh 
Mahkamah Agung sebagai peradilan biasa tetapi harus diletakkan pada 
satu special tribunal yang berdiri sendiri di samping Mahkamah Agung. 
Indonesia mengikuti pendirian ini dan merupakan Negara ke-78 yang 
membentuk Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berdiri sendiri di 
samping Mahkamah Agung.39 
2. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga Negara; 
Hubungan antara satu lembaga Negara dengan lembaga Negara 
lain diikat oleh check n balance, dimana lembaga-lebaga tersebut 
mengendalikan satu sama lain. Akibatnya timbul kemungkinan dalam 
melaksanakan kewenangan masing-masing terdapat perselisihan dalam 
menafsirkan amanat UUD 1945. Maka dibentuklah organ sendiri yang 
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39Asshiddiqie Jimly, Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara,Cet. 1, 
Jakarta: Konstitusi Press,2005, hlm.23. 
menyelesaikan secara final melalui proses peradilan tata Negara yaitu 
Mahkamah Konstitusi.40 
3. Memutus perselisihan mengenai hasil pemilhan umum; 
Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga dapat disebut sebagai 
pengawal proses demokratisasi dengan cara menyediakan sarana dan 
jalan hukum untuk menyelesaikan perbedaan pendapat diantara 
penyelenggara pemilu (sebagai salah satu perwujudan demokrasi) 
dengan peserta pemilu yang dapat dapat memicu terjadinya konflik politik 
dan bahkan konflik social di masyarakat. Dengan adanya Mahkamah 
Konstitusi, potensi konflik dapat diredam dan bahkan diselesaikan melalui 
cara-cara yang beradab dimeja merah Mahkamah Konstitusi, penafsir 
konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga adalah pengawal demokrasi (the 
guardian and the sole interpreter of the constitution, as well as the 
guardian of the process of democratization).41 
4. Memutus pembubaran partai politik; 
Mahkamah Konstitusi juga berwenang unuk memutus tentang 
pembubaran partai politik, apabila partai tersebut dianggap cacat yuridis 
sehingga Mahkamah Konstitusi membubarkan partai tersebut, Hal 
tersebut diatur dalam Pasal 68-73 Undang-undang No. 24 tahun 2003 
Tentang Mahkamah Konstitusi.42 Tentu perkara partai politik yang 
berkenaan dengan Undang-Undang No.31 Tahun 2002 yang menyangkut 
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masalah ideology, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik.Jika 
hal tersebut bertentangan dengan UUD 1945, menurut Pasal 68 ayat 2 
Undang-Undang Mahkamah konstitusi dapat dibubarkan dan menjadi 
kewenangan Mahkamah Konstitusi. 
5. ImpeachmentPresiden/wakil presiden 
Dalam pasal 24C ayat (2) Undang-undang 1945 jo. Pasal 10 ayat 
(2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut.43 
“Mahkamah Konstitusi wajib memberikan keputusan atas pendapat 
DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah 
melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap 
Negara,korupsi, penyuapan,tindak pidana berat lainnya, atau 
perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai 
presiden dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden 
dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945." 
 
3. Eksistensi Mahkamah Konstitusi di Era Reformasi  
Wajah pemerintahan Indonesia bertambah semarak dengan 
bertambahnya lembaga independen negara untuk menjalankan agenda 
reformasi. Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga negara yang 
merdeka da independe lahir dari UU No. 24 tahun 2003 sebagai lembaga 
kontrol (check and balances) bagi lembaga negara lain.44 
Keberadaan Mahkamah Konstitusi (Constitution Court) dalam dunia 
ketatanegaraan memang merupakan perkembangan baru.MK menjadi 
trend terutama di negara-negara yang baru mengalami perubahan rezim 
dari otoritarian ke demokrasi.Secara teoritik, MK dibentuk dengan maksud 
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agar berfungsi sebagai lembaga yang memiliki otoritas di dalam 
menafsirkan konstitusi, menyelesaikan sengketa antar lembaga negara 
yang sumber kewenangannya dari konstitusi dan memberikan putusan 
mengenai presiden dan atau wakil presiden. Selain itu MK juga berperan 
di dalam melakukan proses “judicialization of politics” suatu proses untuk 
menguji bagaimana tindakan-tindakan badan legislatif dan eksekutif 
sesuai dengan konstitusi.45 
Secara umum dapat dikatakan bahwa keberadaan lembaga 
Mahkamah Konstitusi ini merupakan fenomena baru dalam dunia 
ketatanegaraan.Sebagian besar negara-negara demokrasi yang sudah 
mapan, tidak mengenal lembaga Mahkamah Konstitusi yang berdiri 
sendiri.Sampai sekarang baru ada 78 negara yang membentuk 
mahkamah ini secara tersendiri.Fungsinya biasanya dicakup dalam fungsi 
“Supreme Court” yang ada di setiap negara.Salah satu contohnya ialah 
Amerika Serikat. Fungsi-fungsi yang dapat dibayangkan sebagai fungsi 
Mahkamah Konstitusi seperli “judicial review” dalam rangka menguji 
konstitusionalitas suatu undang-undang, baik dalam arti formil ataupun 
dalam arti pengujian materiil, dikaitkan langsung dengan kewenangan 
Mahkamah Agung (Supreme Court).46 
C.Tinjauan Umum Tentang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
1. Kedudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam Era otonomi 
daerah 
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 Pada dasarnya administrasi kependudukan merupakan sub sistem 
dari administrasi negara, yang mempunyai peranan penting dalam 
pemerintahan dan pembangunan penyelenggaraan administrasi 
kependudukan. Sejalan dengan arah penyelenggaraan administrasi 
kependudukan, maka pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagai 
sub-sub sistem pilar administrasi kependudukan harus ditata dengan baik 
agar memberikan manfaat dalam perbaikan pemerintahan dan 
pembangunan.Berlakunya otonomi daerah yang tertuang dalam Undang-
Undang No. 32 Tahun 2004 dimana otonomi daerah didefinisikan sebagai 
hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 
setempat sesuai dengan peraturanperundang-undangan. Oleh karena itu, 
pemerintah daerah dalam hal ini adalah pemerintah daerah 
kabupaten/kota mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahannya sendiri. 
 Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Pasal 1 ayat 1 
mengenai proses pendaftaran kependudukan . Proses ini akan menjadi 
alasan, sehingga semua pelaksanaan yang ada disetiap daerah otonom 
tidak mengalami perbedaan. Pasal 1 ayat 11, mengenai peristiwa 
kependudukan adalah kejadian yang dialami dan harus dilaporkan karena 
membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga 
(KK), kartu tanda penduduk (KTP) dan atau surat keterangan 
kependudukan lainnya meliputi pindah tangan,perubahan alamat,serta 
status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.47 
2. Tugas dan Fungsi Dinas kependudukan dan Catatan Sipil 
Kependudukan dan catatan sipil merupakan salah satu urusan 
wajib pemerintahan daerah yang harus dilaksanakan oleh pemerintah 
pusat kepada pemerintah daerah. Pelayanan administrasi kependudukan 
yang terdiri dari pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan 
sipilmerupakan sub bagian dari pelayanan publik yang harus 
dilaksanakandenganbaik kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-
undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 
dijelaskan bahwa instansi pelaksana administrasi kependudukan untuk 
wilayah kabupaten/kota adalah DinasKependudukan dan Catatan Sipil 
yang berwenang memberikan pelayanan yang samadan profesional 
kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwakependudukan dan 
peristiwa penting.48 
Berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
tentang Administrasi Kependudukan, instansi pelaksana melaksanakan 
urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban meliputi:49 
a) Mendaftar Peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting. 
b) Memberikan pelayanan yang sama san professional kepada setiap 
penduduk atas pelaporan peristiwa penting. 
c) Mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 
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d) Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa Kependudukan 
dan peristiwa penting;dan 
e) Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan 
oleh penduduk dan pencatatan sipil. 
Pasal 9 ayat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan, instansi pelaksana melaksanakan urusan 
Administrasi Kependudukan dengan kewenangan meliputi:50 
a) Memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa 
kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk. 
b) Memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk 
atas dasar putusan atau penetapan pengadilan. 
c) Memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan 
peristiwa penting  untuk kepentingan penyelidikan,dan mendayagunakan 
informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencacatan sipil untuk 
kepentingan pembangunan. 
D. Tinjauan Umum Tentang Akta Kelahiran 
1. Pengertian Akta kelahiran 
Pengertian Akta kelahiran menurut  (Pasal 165 Staatslad Tahun 
1941 Nomor 84) adalah51 : 
”Surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai 
yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup 
bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan 
dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala 
hal yang disebut didalam surat itu sebagai pemberitahuan 
hubungan langsung dengan perhal pada akta kelahiran itu.” 
 
 Sedangkan pengertian akta kelahiran menurut Soebektiadalah  
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Pasal 165 Staatslad Tahun 1941 Nomor 84. 
 
“Suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk 
dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandangani”. 
 
Menurut Srinurbayanti Herni,Akta Kelahiran yaitu:52 
 
“Sebuah akta yang wujudnya berupa selembar kertas yang 
dikeluarkan Negara berisi informasi mengenai identitas anak yang 
dilahirkan, yaitu nama, tanggal lahir, nama orang tua serta tanda 
tangan pejabat yang berwenang”. 
 
2. Tujuan dan Fungsi Akta kelahiran kelahiran 
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang 
Administrasi Kependudukan bahwa manfaat dari akta kelahiranyaitu :53 
a. Sebagai wujud pengakuan Negara mengenai status Individu, status perdata, 
dan status kewarganegaan seseorang. 
b. Sebagai dokumen/bukti sah mengenai identitas seseorang. 
c. Sebagai bahan rujukan penetapan identitas dalam dokumen lain, misalnya 
Ijazah. 
d. Masuk sekolah TK sampai Perguruan Tinggi. 
e. Melamar pekerjaan termasuk menjadi anggota TNI dan POLRI. 
f. Pembuatan KTP, KK, dan NIK. 
g. Pembuatan SIM. 
h. Pembuatan Pasport. 
i. Pengurusan tunjangan kelurga. 
j. Pengurusan warisan. 
k. Pengurusan Beasiswa. 
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. 
l. Pengurusan pensiunan bagi pegawai. 
m. Melaksanakan ibadah haji. 
n. Pengurusan kematian. 
o. Pengurusan perceraian. 
p. Pengakuan anak. 
q. Pengurusan pengankatan anak 
Adapun fungsi utama dari Akta Kelahiran:54 
a) Menunjukkan hubungan hukum antara si anak dengan orang tuanya 
secara hukum. Di dalam Akta Kelahiran tersebut disebutkan siapa bapak 
dan ibu dari si anak. 
b) Merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama 
yang dimiliki sang anak. Akta kelahiran membuktikan bahwa si 
anak lahir di Indonesia dan menjadi Warga Negara Indonesia 
(WNI). 
3. Tata cara Pengurusan Akta kelahiran 
Prosedur penerbitan akta kelahiran menurut Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2006 tentang Administrasii Kependudukan, Pemohon 
berkewajiban yaitu:55 
a. Mengisi dan menandatangani formulir diketahui Lurah dan Camat dimana 
orang tua bertempat tinggal. 
b. Pencatatan Kelahiran tidak dikenakan biaya retribusi. 
c. Melampirkan persyaratan. 
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d. Pemohon Kelahiran baru/terlambat dan Dispensasi yang dikuasakan mengisi 
surat kuasa bermaterai cukup 
e. Pencatatan Kelahiran yang melebihi jangka waktu/terlambat dilampiri 
dengan permohonan secara tertulis ditujukan kepada Walikota, Kepala 
Dinas bermaterai cukup dan selanjutnya akan diterbitkan keputusan tentang 
persetujuan pencatatan kelahiran terlambat. 
Selain itu, Dinas berkewajiban: 
a. Menerima permohonan dan meneliti pesyaratan. 
b. Setelah Persyaratan lengkap dan benar selanjutnya dicatat dalam registrasi 
kelahiran dan diterbitkan kutipan akta kelahiran kelahiran. 
c. Jangka waktu penyelesaian 7 hari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi dan Waktu Penelitian 
  Lokasi penelitian yang dimaksudkan dalam hal ini adalah suatu 
tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Yaitu 
adapun tempat atau lokasi penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini 
yaitu di Kabupaten Soppeng.Sehubungan dengan data yang diperlukan 
dalam rencana penulisan ini, penulis menetapkan lokasi penelitian Di 
Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng.Adapun 
pemilihan tempat atau lokasi penelitian ini atas dasar instansi tersebut 
berkaitan langsung dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi 
ini.  
B. Jenis dan Sumber Data 
1. Data Primer, merupakan data yang 
diperoleh dari hasil wawancara langsung, dalam hal ini berupa data yang 
terhimpun dari responden. 
2. Data Sekunder, merupakan data yang 
diperoleh dari hasil kajian pustaka berupa buku-buku, peraturan per 
undang-undangan, bahan-bahan laporan, artikel serta bahan literatur 
lainnya yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini. 
 
 
 
C. Teknik Pengumpulan Data  
1. Penelitian Pustaka ( Library Research ) 
Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan 
landasan teoritis dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, 
artikel-artikel, serta sumber bacaan lainnya yang ada hubungannya 
dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dan data primer 
yang diperoleh dari lokasi penelitian. 
2. Penelitian Lapangan ( Field Research ) 
a.  Observasi 
Metode observasi ini dilakukan dengan mengambil data-data 
yang akurat di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil di 
Kabupaten Soppeng. 
b. Wawancara 
Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersifat 
primer dan ada hubungannya dengan permasalahan, teknik 
wawancara dilakukan dengan mewawancarai langsung 
responden yang berkaitan langsung dengan penelitian ini. 
D. Analis Data 
 Penulis dalam menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian 
menggunakan teknik analisa data pendekatan deskriptif, yakni 
menguraikan, menjelaskan suatu permasalan yang relevan secara terurai 
dan terperinci. 
 
E. Sistematika Penulisan 
 a. Bab 1 Pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, 
rumusan masalah,  tujuan penelitian serta kegunaan penelitian. 
 b. Bab 2 Tinjauan Pustaka, membahas tentang konsep dan teori, 
beserta pendapat dari para ahli/pakar dan dasar hukum peraturan 
perundang-undangan. 
      c. Bab 3 Metode Penelitian membahas tentang lokasi penelitian, 
Lokasi dan Waktu Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik 
Pengumpulan Data, Analisa Data, Sistematika Penulisan. 
       d. Bab 4 membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan yang 
berdasarkan dari suatu penelitian. 
       e. Bab 5 Membahas tentang kesimpulan dan saran. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB IV 
PEMBAHASAN 
 
A. Pertimbangan Hakim Mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi 
No.18/PUU-XI/2013 Tentang Keterlambatan Mengurus Akta Kelahiran 
Yang Tidak Melalui Pengadilan  
1. Analisis Yuridis 
Hakim sebagai aplikator undang-undang,harus memahami undang-
undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Undang-
undang tersebut adil, ada kemanfaatannya, atau memberikan kepastian 
hukum jika ditegakkan, sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya 
adalah menciptakan keadilan.56 
 Penerbitan akta kelahiran merupakan hak setiap penduduk, hal ini 
sesuai dengan bunyi pasal 2 huruf a Undang-Undang bahwa setiap 
penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan. 
Hal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut : 
a) Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen 
kependudukan yakni tertuang dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang 
Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 bahwasanya ” Setiap  anak 
sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status 
kewarganegaraan”.57 
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Jakarta, Sinar Grafika. Hlm.126 
57Lihat Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999,pasal 53 ayat (2) 
 Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 
Tahun 1999 yaitu :58 
(1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut 
dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan 
martabat kemanusiaannya di depan hukum. 
(2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil 
dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak. 
(3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak 
memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan 
kekhususannya. 
b) Selain itu keberadaan hak anak tersebut juga dikuatkan dengan 
keberadaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak, Pasal 5 yang berbunyi  ”Setiap anak berhak atas suatu nama 
sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”. Serta dalam pasal 27 
ayat (1) dan ayat (2) berbunyi ” identitas setiap anak harus diberikan 
sejak kelahiranya.59 
 Keharusan memiliki akta kelahiran yang merupakan dokumen 
autentik yang paling dasar, yang harus diberikan negara kepada anak-
anak Indonesia yang baru dilahirkan sangat jelas perlindungan anak 
dalam memperoleh identitasnya dalam Undang-undang No. 12 Tahun 
                                                 
58Lihat Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999,Pasal 5 
59Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
2005 tentang Ratifikasi Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik yaitu 
:60 
a) Setiap anak, tanpa diskriminasi yang berkenaan dengan ras, warna kulit, 
jenis kelamin, bahasa, agama, asal-usul kebangsaan atau sosial, harta 
benda atau kelahiran, berhak atas upaya-upaya perlindungan 
sebagaimana yang dibutuhkan oleh statusnya sebagai anak di bawah 
umur, oleh keluarga, masyarakat dan Negara. 
b) Setiap anak harus didaftarkan segera setelah lahir dan harus mempunyai 
nama. 
c) Setiap anak berhak memperoleh kewarganegaraan. 
c) Ketentuan pasal  tersebut bertentangan dengan filosofi dan asas 
pembentukan perundang-undangan yakni, harus mencerminkan 
pengayoman, kemanusiaan, dan dapat dilaksanakan dan bertentangan 
dengan Pasal 28D ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi 
“setiap orang berhak atas kewarganegaraan”.61 
2. Analisis Sosiologis 
Secara sosiologis, mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup 
dalam masyarakat kebijaksanaan yang mampu mengikat nilai-nilai dalam 
masyarakat yang terabaikan. Dalam penerapannya sangat sulit sebab 
tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada system.62 
                                                 
60Lihat Undang-undang No. 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Konvenan Internasional 
Hak Sipil dan Politik 
61Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 
62Rifai, Ahmad. 2011. Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Persfektif Hukum Progresif. 
Jakarta, Sinar Grafika. Hlm.126 
 
Mahkamah Konstitusi menjelaskan betapa pentingnya akta 
kelahiran bagi setiap penduduk.Karena akta kelahiran merupakan 
dokumen penting bagi setiap warga Negara yang dapat menjadi bukti 
yang sempurna sebagai sebuah akta autentik. Selain itu Negara Kesatuan 
Republik Indonesia  juga harus bertanggung jawab atas berdasarkan 
Pancasila dan UUD 1945 yang berkewajiban memberikan perlindungan 
dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas 
setiap peristiwa hokum, karena melindungi akibat hokum yang baik 
terhadap seorang anak yang  dilindungi keberadaannya oleh 
Negara,namanya tercatat oleh Negara, dan sangat jelas silsilah 
keturunannya. 
3. Analisis Filosofis 
Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa keberatan yang 
masyarakat dalam pengurusan akta kelahiran, melalui penetapan 
pengadilan  prosedur administrasi yang sangat panjang dan biaya yang 
lebih banyak hanya memperlambat  serta tertundanya keadilan atau 
keadilan yang terabaikan. Padahal proses pengadilan bukanlah perkara 
mudah bagi masyarakat awam sehingga terhambatnya hak-hak 
konstitusional warga negara terhadap kepastian hukum. 
Putusan Hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang 
diperiksa dan diadili oleh Hakim, Oleh karena itu hakim dalam membuat 
suatu keputusan harus memperhatikan berbagai aspek, harus bertindak 
hati-hatian dan kecermatan. Putusan yang dibuat menjadi tolak ukur bagi 
kalangan teoritis maupun praktisi hukum serta kepuasan nurani tersendiri 
jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan pengadilan yang lebih 
tinggi.63 
Namun terkait masalah itu Mahkamah Konstitusi dapat 
membatalkan keberlakuannya karena tidak sesuai dan tidak berdasarkan 
UUD. Melalui penafsiran/interpretasi terhadap UUD 1945, Mahkamah 
Konstitusi berfungsi sebagai peradilan yang secara positif mengoreksi 
undang-undang yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan  Rakyat 
bersama-sama Presiden dalam penyelenggaraan negara yang 
berdasarkan hukum yang mengatur perikehidupan masyarakat 
bernegara.64 
Mahkamah Konstitusi berdasarkan kewenangannya untuk menguji 
konstitusionalitas Undang-undang in casau Pasal 32 UU 23/2006, 
terhadap pasal 27 ayat (1) dan,pasal 28D ayat (1),dan ayat (4) UUD 
1945,merupakan salah satu kewenangan dari Mahkamah 
Konstitusi.Sistem pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah dikenal 
dengan nama system sentralisasi, hak uji yang dimiliki oleh  hakim hanya 
dapat dilakukan oleh suatu mahkamah yang khusus dengan susunan dan 
wewenangnya diatur dalam konstitusi.65 
                                                 
63Lilik Mulyadi, sebagaimana terdapat dalam makalah H. Muchsin, Peranan Putusan 
Hakim pada Kekerasan dalam Rumah Tangg, Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi No. 
260 Bulan Juli 2006,Ikahi, Jakarta,2007, hlm. 25. 
64Rosyada Ikhsan. 2006. Mahkamah Konstitusi,memahami keberadaannya dalam system 
ketatanegaraan Republik Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta. 
65Fatmawati.2005 .Tinjauan Umum Hak Menguji (Toetsingsrecht). Jakarta:RajaGrafindo 
Berdasarkan fakta dan analisis diatas beberapa pertimbangan 
hukum Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa sesuai Pasal 1 ayat (2) 
UUD 1945 tentang kedaulatan berada ditangan rakyat, rakyatlah yang 
menetukan dalam suatu Negara, dalam pelayanan publik sehingga negara 
berkewajiban setiap warga Negara dan penduduk hal ini juga terkait 
dengan akta kelahiran. 
Berdasarkan hal diatas akhirnya Mahkamah Konstitusi  
memutuskan bahwa pasal 32 ayat (1) dan (2) dinyatakan tidak 
mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga dalam pengurusan 
akta kelahiran tidak lagi melalui proses pengadilan tetapi dialihkan ke 
instansi pelaksana setempat dalam hal ini Dinas kependudukan dan 
catatan sipil.   
Apabila dipadukan dengan metode fiksi hukum, dalam hal hakim 
dianggap tahu akan hukumnya ( ius curia novit ), maka putusan hakim 
dalam putusan yang merupakan suatu putusan yang progresif, apabila 
hakim dalam putusan yang akan dijatuhkannya, ingin keluar dari tawanan 
undang-undang atau melakukan tindakan contra legem. Pintu masuk yang 
dapat digunakan oleh hakim dalam hal ini adalah Pasal 5 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Serta penjelasan dari pasal 
tersebut. Sehingga putusan yang dijatuhkannya sesuai dengan nilai-nilai 
kebenaran dan rasa keadilan masyarakat serta dalam rangka mencapai 
keadilan subtansial.66 
                                                 
66Ibid hlm. 136 
Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
menyatakan bahwa :67 
“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan 
memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 
masyarakat”. 
Adapun penjelasan dari pasal tersebut menyatakan bahwa : 
“Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan 
hukum dan rasa keadilan. 
 
Berdasarkan putusan dari Mahkamah Konstitusi jika dimaknai 
secara mendalam, sebenarnya berkarakter hukum progresif.Sujtipto 
Raharjo menjelaskan bahwa secara moral, hukum progresif sebenarnya 
mengajarkan kita untuk berhukum tanpa mengenal waktu untuk berhenti, 
bahkan selalu ingin melakukan sesuatu menuju kepada keadaan yang 
lebih baik.68 
Hakim sebagai perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang terjadi 
didalam bermasyarakat, mampu merasakan, terjun ketengah-tengah 
masyarakat, dengan memperhatikan undang-undang yang tidak sejalan 
dengan nilai kebenaran, keadilan, maupun moralitas dan etika, sehingga 
hakim menyampingkan ketentuan dalam undang-undang, dan 
menjatuhkan putusan yang sesuai dengan nilai-nilai hukum dan rasa 
keadilan yang hidup dalam masyarakat. 
Ketika ternyata pelayanan akta kelahiran yang sangat 
memberatkan masyarakat dikarenakan melahirkan kerumitan-kerumitan 
bagi masarakat, maka dengan ini sesuai dengan putusan Mahkamah 
                                                 
67Lihat  Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
68Supanto, 2010. Hukum progresif prof satjipto raharjo. Di akses dari: 
http:/supanto.staff.hukum.uns.ac.id/2010/01/12hukum-progresif-prof-satjipto-rahardjo/. 
[10 Nopember 2013] 
Konstitusi dimaksudkan memberi layanan akta kelahiran bisa menjadi 
murah dan mudah (menuju hal yang lebih baik).Serta hukum dianggap 
professional jika hukum tersebut mengarah pada tujuan kemanusiaan.69 
 
B. Konsekuensi Yang Ditimbulkan Setelah Keluarnya Putusan 
Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XI/2013 Tentang Keterlambatan 
Mengurus Akta Kelahiran Yang Tidak Melalui Pengadilan 
 Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XI/2013 keluar pada 
tanggal 30 April 2013, namun pelaksanaan kewenangan Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Soppeng  sesuai dengan 
surat keputusan Mahkamah Konstitusi yang sesuai surat edaran Mendagri 
dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2013.Adapun pokok perkara dari 
keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah Saudara 
Mutholib, Pemohon akta kelahiran ke Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 
2194/Pdt/20/PN.Sby yang merasakan sulitnya mengurus surat akta 
dengan biaya resmi Rp. 236.000,- ditambah  biaya lain sehingga kurang 
lebih membutuhkan biaya Rp.400.000,- maka memberikan Surat Kuasa 
kepada para pemohon ke Mahkamah Konstitusi. 
 Sebelum adanya keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, 
masyarakat merasa kesulitan mengurus akta kelahiran sehingga 
masyarakat cendrung acuh tak acuh, dan malas mengurus akta kelahiran. 
Masyarakat yang mengurus akta kelahiran jika ada kepentingan yang 
mendesak dari masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam tabel yang 
                                                 
69
ibid. 
merupakan data jumlah akta kelahiran yang diurus oleh masyarakat pada 
tahun 2012, sebelum keluarnya putusan MK. 
 
Tabel 1.  Rekapitulasi Jumlah Penduduk Yang Mengurus Akta Kelahiran Sebelum 
Keputusan MkBerdasarkan Tanggal Pelaporan, Tanggal Entri, Tahun 2012. 
 
NO. KECAMATAN KELURAHAN 
TAHUN 2012 
JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES 
1 MARIORIWAWO LABESSI     
       
2  
       
3  
       
3  
       
3  
       
6    
     
1        
1 MARIORIWAWO TETTIKENRARAE     
       
5  
     
15  
     
18  
       
7  
       
2  
      
2  
     
1    
       
1  
     
1  
1 MARIORIWAWO GATTARENG       
     
11  
       
8  
       
3  
       
3  
      
7  
     
2    
       
1    
1 MARIORIWAWO WATU     
     
15  
       
7  
       
3  
       
4  
       
5            
1 MARIORIWAWO GOARIE     
       
6  
       
3  
       
6  
       
4  
       
3  
      
2  
     
1  
     
1    
     
1  
1 MARIORIWAWO BARAE           
       
2  
       
3  
      
1      
       
1    
1 MARIORIWAWO MARIORIAJA     
       
6  
       
1  
       
3  
       
1  
       
1  
      
1    
     
5      
1 MARIORIWAWO MARIORITENGNGA     
       
2  
       
2    
       
2  
       
8  
      
1    
     
4  
       
1    
1 MARIORIWAWO MARIORILAU     
       
9  
       
2  
       
7  
       
1  
       
4  
      
1  
     
1  
     
2      
1 MARIORIWAWO WATU TOA     
       
5  
     
23  
     
14  
       
8  
       
3  
      
3  
   
17  
     
2  
       
2    
1 MARIORIWAWO CONGKO       
       
5  
       
4  
       
3  
       
3  
      
4  
   
11  
     
2      
1 MARIORIWAWO GATTARENG TOA       
       
6  
       
8    
       
1    
     
5  
     
4  
       
9    
1 MARIORIWAWO SOGA     
       
1    
       
1    
       
1  
      
1          
    JUMLAH 
      
-  
     
-  
     
51  
     
78  
     
75  
     
38  
     
43  
   
23  
   
39  
   
20  
    
15  
     
2  
2 LILIRIAJA APPANANG     
     
11  
       
6  
     
10  
       
1  
       
5  
      
1      
       
2  
     
1  
2 LILIRIAJA JENNAE     
     
12  
       
8  
     
16  
       
2  
       
2    
     
1    
       
1  
     
1  
2 LILIRIAJA GALUNG     
       
5  
       
1  
     
12  
       
4  
       
1  
      
1  
     
1      
     
1  
2 LILIRIAJA JAMPU     
     
11  
       
3  
       
4  
       
2  
       
3  
      
5    
     
3      
2 LILIRIAJA PATTOJO       
       
2  
       
2  
       
1  
       
1  
      
1  
     
2  
     
1      
2 LILIRIAJA TIMUSU     
     
16  
     
13  
     
18  
       
8  
       
2          
     
1  
2 LILIRIAJA ROMPEGADING     
       
1  
       
3  
       
3  
       
1  
       
6  
      
1    
     
1    
     
3  
2 LILIRIAJA BARANG     
       
3  
       
6  
       
6  
       
1  
       
1      
     
1      
    JUMLAH 
      
-  
     
-  
     
59  
     
42  
     
71  
     
20  
     
21  
      
9  
     
4  
     
6  
       
3  
     
7  
3 LILIRILAU UJUNG     
       
4  
       
3  
     
20  
       
2  
       
1    
     
3      
     
4  
3 LILIRILAU CABENGE     
       
6  
       
5  
     
12  
       
6  
     
13  
      
4  
     
2  
     
2      
3 LILIRILAU PAJALESANG     
     
13  
     
16  
     
14  
     
12  
     
10    
     
2      
     
2  
3 LILIRILAU MACANRE     1  3  5  7  2  1  3  1  2    
3 LILIRILAU ABBANUANGE       
       
3  
     
24  
     
10  
     
11      
     
1    
     
5  
3 LILIRILAU TETEWATU         
       
6  
       
3              
3 LILIRILAU BARINGENG     
       
6  
     
21  
     
12  
     
13  
     
10  
      
2  
     
2    
       
1  
     
1  
3 LILIRILAU MASING       
     
11  
       
1    
       
2      
     
1  
       
2    
3 LILIRILAU KEBO       
       
3  
       
5  
       
5  
     
11  
      
1  
     
1      
     
1  
3 LILIRILAU PARENRING             
       
8  
      
1      
       
1    
3 LILIRILAU PAROTO     
       
2  
       
1  
     
12  
       
5  
       
4  
      
3  
     
3  
     
1    
     
4  
3 LILIRILAU PALANGISENG         
       
4  
       
4  
       
2  
      
1          
    JUMLAH 
      
-  
     
-  
     
32  
     
66  
   
115  
     
67  
     
74  
   
13  
   
16  
     
6  
       
6  
   
17  
4 LALABATA LALABATA RILAU     
       
9  
     
14  
       
2  
       
7  
     
18  
      
2  
     
5  
     
3  
       
1  
     
1  
4 LALABATA OMPO     
       
3  
       
4  
       
5  
       
2  
       
1  
      
1          
4 LALABATA BOTTO     
       
4  
       
7  
       
6  
       
7  
       
2  
      
1  
     
1    
       
1    
4 LALABATA LEMBA     
       
3  
       
2  
       
9  
       
3  
       
5            
4 LALABATA BILA     
       
7  
       
8  
       
2    
       
5  
      
2    
     
3    
     
1  
4 LALABATA LAPAJUNG     
     
13  
       
9  
       
6  
       
1  
     
10  
      
3  
     
3    
       
1    
4 LALABATA SALOKARAJA     
     
18  
     
12  
       
8  
       
4    
      
1  
     
1  
     
5      
4 LALABATA MACCILE     
       
5  
       
2  
       
5  
       
1  
       
2    
     
1  
     
5      
4 LALABATA UMPUNGENG     
       
6  
       
5  
     
21  
     
10  
     
16  
      
1          
4 LALABATA MATTABULU       
     
13    
       
3              
    JUMLAH 
      
-  
     
-  
     
68  
     
76  
     
64  
     
38  
     
59  
   
11  
   
11  
   
16  
       
3  
     
2  
5 MARIORIAWA BATU-BATU     
       
3  
       
2  
     
14  
       
1  
       
6  
      
2  
     
1      
     
1  
5 MARIORIAWA KACA     
       
8  
     
10  
       
9    
       
1            
5 MARIORIAWA ATTANG SALO     
       
1  
       
2  
       
3  
       
3  
       
2    
     
1        
5 MARIORIAWA MANORANG SALO     
       
3  
       
3  
       
7  
     
10  
       
2    
     
1  
     
1      
5 MARIORIAWA LIMPOMAJANG     
     
15  
       
1  
       
4    
       
7      
     
1      
5 MARIORIAWA BULUE     
       
2  
       
4  
       
7  
     
12  
       
5  
      
1  
     
1  
     
5      
5 MARIORIAWA PANINCONG     
     
12  
       
2  
       
3  
       
3  
       
1  
      
3  
     
1  
     
1      
5 MARIORIAWA PATAMPANUA       
       
2  
       
1  
       
2        
     
1      
5 MARIORIAWA TELLULIMPOE     
       
1  
       
6  
       
7  
       
3    
      
1          
5 MARIORIAWA LARINGGI     2  6  8    3  3  2  8  1    
    JUMLAH -  -  47  38  63  34  27  10  7  17  1  1  
6 DONRI-DONRI DONRI-DONRI     3  1  4  3  2  2        1  
6 DONRI-DONRI LALABATA RIAJA     
       
4  
       
5  
       
7  
       
8  
       
1            
6 DONRI-DONRI LEWORENG     
       
8  
       
1  
     
14  
       
6  
       
5    
     
1      
     
2  
6 DONRI-DONRI LABOKONG     
       
4  
       
5  
       
9  
       
4  
       
6    
     
1      
     
1  
6 DONRI-DONRI SERING     
       
3  
       
4  
     
21  
     
15  
       
3  
      
6    
     
4      
6 DONRI-DONRI PESSE     
       
6    
       
5  
       
8  
       
2            
6 DONRI-DONRI TOTTONG     
       
1  
       
7  
       
5  
       
5  
       
3    
     
1        
6 DONRI-DONRI KESSING     
       
3  
       
5  
       
4    
       
1            
6 DONRI-DONRI PISING     
       
2    
     
12  
       
6  
       
2            
    JUMLAH 
      
-  
     
-  
     
34  
     
28  
     
81  
     
55  
     
25  
      
8  
     
3  
     
4  
       
-  
     
4  
7 GANRA BELO     
       
8  
     
16  
       
8  
       
3  
       
1    
     
2  
     
2  
       
2    
7 GANRA GANRA     
       
3  
       
5  
       
1  
       
4        
     
1      
7 GANRA LOMPULLE     
       
1  
       
8  
       
6  
       
4  
       
4        
       
1    
7 GANRA ENREKENG     
       
3  
       
1  
       
1  
       
2  
       
1            
    JUMLAH 
      
-  
     
-  
     
15  
     
30  
     
16  
     
13  
       
6  
      
-  
     
2  
     
3  
       
3  
      
-  
8 CITTA CITTA       
       
9  
       
5  
     
10  
       
1    
     
3  
     
1      
8 CITTA KAMPIRI     
       
1  
       
4  
       
1  
       
1    
      
1  
     
2  
     
3      
8 CITTA LABAE     
       
7  
       
2      
       
2    
     
6  
     
2      
8 CITTA TINCO     
       
2  
       
1    
       
2    
      
1          
    JUMLAH 
      
-  
     
-  
     
10  
     
16  
       
6  
     
13  
       
3  
      
2  
   
11  
     
6  
       
-  
      
-  
    TOTAL 
      
-  
     
-  
   
316  
   
374  
   
491  
   
278  
   
258  
   
76  
   
93  
   
78  
    
31  
   
33  
 
Sumber : Drs. Muh. Djalil Staff Bagian Pendataan Akta Kelahiran dan 
Catatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
Kabupaten Soppeng. 
Tabel 2.  Rekapitulasi Jumlah Penduduk Yang Mengurus Akta Kelahiran 
Sebelum Keputusan MkBerdasarkan Tanggal Pelaporan, 
Tanggal Entri, Mulai Januari -  April 2013. 
 
NO. KECAMATAN KELURAHAN 
TAHUN 2013 JUMLAH  (Tahun 2012 + Tahun 2013) 
JAN PEB MAR APR 
 
1 MARIORIWAWO LABESSI         18 
1 MARIORIWAWO TETTIKENRARAE         52 
1 MARIORIWAWO GATTARENG   
     
1    
     
2  38 
1 MARIORIWAWO WATU   
     
1      35 
1 MARIORIWAWO GOARIE         27 
1 MARIORIWAWO BARAE       
     
1  8 
1 MARIORIWAWO MARIORIAJA         18 
1 MARIORIWAWO MARIORITENGNGA         20 
1 MARIORIWAWO MARIORILAU     
       
1    28 
1 MARIORIWAWO WATU TOA         77 
1 MARIORIWAWO CONGKO 
     
1        33 
1 MARIORIWAWO GATTARENG TOA         33 
1 MARIORIWAWO SOGA         4 
    JUMLAH 
     
1  
     
2  
       
1  
     
3  391 
2 LILIRIAJA APPANANG       
     
2  39 
2 LILIRIAJA JENNAE         43 
2 LILIRIAJA GALUNG   
     
3    
     
3  32 
2 LILIRIAJA JAMPU         31 
2 LILIRIAJA PATTOJO         10 
2 LILIRIAJA TIMUSU 
     
1        59 
2 LILIRIAJA ROMPEGADING   
     
1      20 
2 LILIRIAJA BARANG     
       
2  
     
1  21 
    JUMLAH 
     
1  
     
4  
       
2  
     
6  255 
3 LILIRILAU UJUNG   
     
1  
       
1    39 
3 LILIRILAU CABENGE     
       
4  
     
1  55 
3 LILIRILAU PAJALESANG   
     
1      70 
3 LILIRILAU MACANRE 
     
1    
       
1    27 
3 LILIRILAU ABBANUANGE 
     
1        55 
3 LILIRILAU TETEWATU         9 
3 LILIRILAU BARINGENG 
     
1  
     
1      70 
3 LILIRILAU MASING         17 
3 LILIRILAU KEBO 
     
2    
       
1  
     
1  31 
3 LILIRILAU PARENRING         10 
3 LILIRILAU PAROTO 
     
5  
     
1  
       
1    42 
3 LILIRILAU PALANGISENG         11 
    JUMLAH 
   
10  
     
4  
       
8  
     
2  436 
4 LALABATA LALABATA RILAU 
     
1  
     
3  
       
1  
     
1  68 
4 LALABATA OMPO         16 
4 LALABATA BOTTO       
     
1  30 
4 LALABATA LEMBA 
     
1  
     
1  
       
1    25 
4 LALABATA BILA 
     
1  
     
1      30 
4 LALABATA LAPAJUNG 
     
2        48 
4 LALABATA SALOKARAJA         49 
4 LALABATA MACCILE         21 
4 LALABATA UMPUNGENG   
     
2  
       
2    63 
4 LALABATA MATTABULU 
     
2    
       
1    19 
    JUMLAH 
     
7  
     
7  
       
5  
     
2  369 
5 MARIORIAWA BATU-BATU         30 
5 MARIORIAWA KACA         28 
5 MARIORIAWA ATTANG SALO 
     
1        13 
5 MARIORIAWA MANORANG SALO         27 
5 MARIORIAWA LIMPOMAJANG         28 
5 MARIORIAWA BULUE     
       
1    38 
5 MARIORIAWA PANINCONG   
     
1  
       
1    28 
5 MARIORIAWA PATAMPANUA         6 
5 MARIORIAWA TELLULIMPOE 
     
2        20 
5 MARIORIAWA LARINGGI     
       
1    34 
    JUMLAH 
     
3  
     
1  
       
3  
      
-  252 
6 DONRI-DONRI DONRI-DONRI 
     
2      
     
1  19 
6 DONRI-DONRI LALABATA RIAJA         25 
6 DONRI-DONRI LEWORENG         37 
6 DONRI-DONRI LABOKONG 
     
2      
     
2  34 
6 DONRI-DONRI SERING            59 
3  
6 DONRI-DONRI PESSE         21 
6 DONRI-DONRI TOTTONG         22 
6 DONRI-DONRI KESSING   
     
3    
     
1  17 
6 DONRI-DONRI PISING         22 
    JUMLAH 
     
7  
     
3  
        
-  
     
4  256 
7 GANRA BELO         42 
7 GANRA GANRA       
     
3  17 
7 GANRA LOMPULLE         24 
7 GANRA ENREKENG         8 
    JUMLAH 
      
-  
      
-  
        
-  
     
3  91 
8 CITTA CITTA     
       
1    30 
8 CITTA KAMPIRI     
       
1    14 
8 CITTA LABAE         19 
8 CITTA TINCO         6 
    JUMLAH 
      
-  
      
-  
       
2  
      
-  69 
    TOTAL 
   
29  
   
21  
     
21  
   
20  2.119 
Sumber : Drs. Muh. Djalil Staff Bagian Pendataan Akta Kelahiran dan 
Catatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
Kabupaten Soppeng. 
 Berdasarkan pada table diatas sebelum adanya putusan dari 
Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa dari setiap bulannya jumlah 
pemohon akta kelahiran yang terkait dalam pengurusan akta kelahiran 
yang lewat 1 tahun tersebut sangat sedikit jumlahnya yang dimulai 20 
Januari 2012- 30 April 2013 sebelum keluarnya Putusan Mahkamah 
Konstitusi yang totalnya hanya 2.119 pemohon akta kelahiran, ini dapat 
kita lihat pada table diatas bahwa setiap bulannya jumlah pemohon akta 
kelahiran yang keluar dari 8 kecamatan minimal 20 buah akta kelahiran 
sampai pada maksimal 300 lebih pemohon akta kelahiran dan setiap 
bulannya berbeda-beda jumlah pemohon akta kelahiran. Bahkan 
berdasarkan pada table diatas pada bulan  Januari – Februari 2012 sama 
sekali tidak ada pemohon akta kelahiran. Padahal seperti kita ketahui 
bahwasanya pengurusan akta kelahiran bagi seorang anak itu sangatlah 
penting. 
 Berbelit-belitnya birokrasi serta biaya yang sangat mahal dalam 
pengurusan akta kelahiran lewat 1 Tahun yang melalui pengadilan 
tersebut, merupakan penyebab dari kurang perhatiannya masyarakat 
dalam mengurus akta kelahiran, timbulnya suatu keegoisan dan tidak 
kepedulian dari masyarakat, hal itu terjadi karena ketidakmampuan dari 
sebagian masyarakat yang miskin yang tinggal dari pedesaan yang jauh 
dari pengadilan serta bagi orang awam tehadap hukum sangat 
menyulitkan masyarakat. 
 Masyarakat dalam megurus akta kelahiran harus membayar biaya 
transportasi beberapa kali ke pengadilan, mengurus leges kekantor pos, 
menghadirkan dua saksi, mengurus surat kenal lahir ke kepala desa, dan 
lain-lain. Hal tersebut telah merugikan dan melanggar hak konstitusional 
warga Negara khusunya bagi para pemohon akta kelahiran. 
 Namun sesudah keluar putusan Mahkamah Konstitusi masyarakat 
kini berbondong-bondong mengurus akta kelahiran, Masyarakat tidak lagi 
dipersulit malah masyarakat dipermudah dengan adannya putusan 
tersebut. Dengan demikian jumlah masyarakat yang mengurus yang 
terlambat akta kelahiran kini meningkat dikarenakan tidak lagi melalui 
proses pengadilan. 
1. Konsekuensi terhadap Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
  Setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan 
pengurusan Akta Kelahiran yang tidak lagi melalui pengadilan 
merupakan menjadi patokan aturan baru bagi pelaksanaan 
kewenangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diseluruh 
Indonesia, termasuk di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di 
Kabupaten Soppeng. 
  Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan,mengenai pelaksanaan kewenangan 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipilmerupakan dasar dalam 
pengurusan Akta kelahiran dan Administrasi kependudukan lainnya. 
Namun setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-
XI/2013 tugas dan wewenang dari Dinas Kependudukan dan Catatan 
Sipil di Kabupaten Soppeng bertambah serta mempermudah 
masyarakat dalam mengurus akta kelahiran. 
  Hal tersebut dilihat dari isi putusan mengenai dalam pengurusan 
Akta Kelahiran lewat dari satu tahun maka tidak lagi melalui 
Pengadilan namun pengurusan Akta Kelahiran tersebut dilimpahkan ke 
Dinas Kependudukan dan Catatan sipil terkait masalah keterlambatan 
mengurus Akta Kelahiran. 
  Terkait pelaksanaan kewenangan Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil di Kabupaten Soppeng dengan Putusan Mahkamah 
Konstitusi tersebut,dalam hal kewenangannya tidak ada yang berubah 
namun yang hanya berubah adalah dalam keterlambatan pengurusan 
Akta Kelahiran tidak lagi melalui pengadilan, karena hal ini merupakan 
kewenangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.70 
  Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XI/2013 membawa 
berkah tersendiri dan membawa dampak positif bagi masyarakat 
seluruh Indonesia, karena terkait putusan tersebut seperti halnya 
masyarakat Soppeng sudah tidak dipersulit lagi dalam pengurusan 
Akta Kelahiran,dan sekaligus meringankan beban masyarakat.71Hal 
tersebut sesuai yang tertuang dalam pelayanan publik yang 
merupakan amanat UUD 1945, sebagaimana konsideran UU Nomor 
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 
  Terkait masalah tersebut menurut Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil di Kabupaten Soppeng, putusan Mahkamah Konstitusi di 
nilai tidak memiliki kelemahan apapun karena dengan dibatalkannya 
pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut menwakili 
harapan masyarakat karena putusan MK tersebut pro terhadap 
masyarakat. Masyarakat pun lebih menyukai pengurusan Akta 
Kelahiran yang lansung melalui Dinas Kependudukan dan Catatan 
                                                 
70Hasil wawancara bapak Masriadi Kepala dinas kependudukan dan Catatan Sipil 
kabupaten Soppeng 
71Hasil wawancara dari Fatmawati Kabid kependudukan Dinas kependudukan dan 
Catatan sipil kabupaten Soppeng. 
Sipil dansangat antusias serta berbondong-bondong mengurus Akta 
Kelahiran anaknya. 72 
  Mengenai Pelaksanaan kewenangan Dinas Kepedudukan dan 
Catatan Sipil di Kabupaten Soppeng terkaitannya dengan putusan 
Mahkamah tersebut, menurut data yang diambil bahwasannya Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil menerbitkan minimal 100 lebih Akta 
Kelahiran pemohon perbulannya.Akan tetapi mengenai keterlambatan 
Akta Kelahiran tersebut, sesuai perda yang dikeluarkan di Kabupaten 
Soppeng dalam pengurusan Akta Kelahiran tidak dikenai biaya apapun 
dan tidak ada sangksi yang dikenakan bagi masyarakat, terkait dengan 
hal tersebut jumlah Akta Kelahiran yang dimiliki oleh masyarakat 
adalah sejumlah 2.873Akta Kelahiran. 
  Terkait masalah tersebut sesuai dengan Pelaksanaan 
kewenangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten 
Soppeng, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah 
mensosialisasikan kepada masyarakat,dan bersurat ke kecamatan, 
serta melakukan pemantauan secara langsung kesekolah-sekolah dari 
8 kecamatan dan 70 desa/kelurahan dengan target 5.670 pemohon 
Akta Kelahiran. 
  Berikut data yang diperoleh penulis terkait peningkatan minat 
masyarakat dalam mengurus akta kelahiran pasca keluarnya putusan 
Mahkamah Konstitusi, yakni:  
                                                 
72Hasil wawancara dari Muh. Djalil  bagian pendataan akta kelahiran dan catatan sipil 
Tabel 3. Rekapitulasi Jumlah Penduduk Yang Mengurus Akta Kelahiran 
SetelahKeputusan MkBerdasarkan Tanggal Pelaporan, Tanggal 
Entri, Mulai Tgl. 02 Mei 2013. 
 
 
NO. KECAMATAN DESA / KELURAHAN MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOV  JUMLAH  
1 MARIORIWAWO LABESSI     4 1 2 7 5 
               
19  
1 MARIORIWAWO TETTIKENRARAE 1 6 8 10 8 12 2 
               
47  
1 MARIORIWAWO GATTARENG 1 6 12 33 15 11 13 
               
91  
1 MARIORIWAWO WATU 7 4 8 1 4 7 5 
               
36  
1 MARIORIWAWO GOARIE 1 4 5 3 4 17 5 
               
39  
1 MARIORIWAWO BARAE 1 1   2 2 1   
                 
7  
1 MARIORIWAWO MARIORIAJA 3 5 47 29 26 19 15 144  
1 MARIORIWAWO MARIORITENGNGA     5 7 9 4 2 
               
27  
1 MARIORIWAWO MARIORILAU 9 4 8 5 8 4 3 
               
41  
1 MARIORIWAWO WATU TOA 9 12 3 7 7 29 2 
               
69  
1 MARIORIWAWO CONGKO 1 2 9 13 12 11 1 
               
49  
1 MARIORIWAWO GATTARENG TOA 1   9 19 8 6 4 
               
47  
1 MARIORIWAWO SOGA 4 6   1   2   
               
13  
    JUMLAH 
     
38       50     118     131  
   
105     130       57  629  
2 LILIRIAJA APPANANG 2 10 12 21 9 18 2 74  
2 LILIRIAJA JENNAE 1 17 13 15 10 16   
               
72  
2 LILIRIAJA GALUNG   5 14 15 5 3 4 
               
46  
2 LILIRIAJA JAMPU 1 8 7 7 7 4 3 
               
37  
2 LILIRIAJA PATTOJO 2 2 5 4 13 7 3 
               
36  
2 LILIRIAJA TIMUSU   9 24 11 23 8 2 
               
77  
2 LILIRIAJA ROMPEGADING 2 1 4 2 4 3   
               
16  
2 LILIRIAJA BARANG 2 1 2 6 5 6   
               
22  
    JUMLAH 
     
10       53       81       81  
     
76       65       14  380  
3 LILIRILAU UJUNG 4 2 10 4 15 8 4 
               
47  
3 LILIRILAU CABENGE   6 14 8 4 26 2 
               
60  
3 LILIRILAU PAJALESANG   1 8 4 7 16 3 
               
39  
3 LILIRILAU MACANRE 2 4 4 2 7 2 1                
22  
3 LILIRILAU ABBANUANGE 3     9 11 5 2 30  
3 LILIRILAU TETEWATU     2 5     1 
                 
8  
3 LILIRILAU BARINGENG 3 4 6 8 19 15 2 
               
57  
3 LILIRILAU MASING 1 1 1 1 2 5 6 
               
17  
3 LILIRILAU KEBO   1 9   17 24   
               
51  
3 LILIRILAU PARENRING   1 1 3 6   9 
               
20  
3 LILIRILAU PAROTO       11 2 8 5 
               
26  
3 LILIRILAU PALANGISENG 10     12   1 1 
               
24  
    JUMLAH 
     
23       20       55       67  
     
90     110       36  401  
4 LALABATA LALABATA RILAU 7 15 25 13 13 12 3 
               
88  
4 LALABATA OMPO     2 1   2 2 
                 
7  
4 LALABATA BOTTO 2 3 8 18 9 4 2 
               
46  
4 LALABATA LEMBA 3 6 2 2   2 1 
               
16  
4 LALABATA BILA 6 9 9 6 4 3 2 
               
39  
4 LALABATA LAPAJUNG 1 1 5 3 6 3 3 
               
22  
4 LALABATA SALOKARAJA 11 31 14 4 5 9 8 
               
82  
4 LALABATA MACCILE 4 5 10 7 13 6   
               
45  
4 LALABATA UMPUNGENG 3 16 18 28 18 15 15 113  
4 LALABATA MATTABULU 10 33 14 11 4 4 1 
               
77  
    JUMLAH 
     
47     119     107       93  
     
72       60       37  458  
5 MARIORIAWA BATU-BATU 2 3 1   9 1 1 
               
17  
5 MARIORIAWA KACA 2   3 5 3 8 4 
               
25  
5 MARIORIAWA ATTANG SALO 2 1 11 3 7     
               
24  
5 MARIORIAWA MANORANG SALO 2 1 4 3 7 5   
               
22  
5 MARIORIAWA LIMPOMAJANG     7 1 2 6 1 
               
17  
5 MARIORIAWA BULUE 1   6 3 26 11   
               
47  
5 MARIORIAWA PANINCONG 2 4 17 2 5 4 7 
               
41  
5 MARIORIAWA PATAMPANUA 2 9 8 5 4 15 1 
               
44  
5 MARIORIAWA TELLULIMPOE 1 4 7 4 7 5 3 
               
31  
5 MARIORIAWA LARINGGI 1 6 1 3 8 11   
               
30  
    JUMLAH 
     
15       28       65       29  
     
78       66       17  298  
6 DONRI-DONRI DONRI-DONRI 1 3 3 2 11 2 3 
               
25  
6 DONRI-DONRI LALABATA RIAJA 1 3 1 2 5 16 1 
               
29  
6 DONRI-DONRI LEWORENG 4   5   5 4 2 
               
20  
6 DONRI-DONRI LABOKONG 2 5 26 11 7 9 4 
               
64  
6 DONRI-DONRI SERING   11 17 1 11     
               
40  
6 DONRI-DONRI PESSE 1 3 1 1 2 8 2 
               
18  
6 DONRI-DONRI TOTTONG   2 4 7 12 8 8 
               
41  
6 DONRI-DONRI KESSING     3 2 5 8 1 
               
19  
6 DONRI-DONRI PISING   4 4 12 19 2 4 
               
45  
    JUMLAH 
       
9       31       64       38  
     
77       57       25  301  
7 GANRA BELO 1 1 5 7 12 8 2 
               
36  
7 GANRA GANRA   3 8 6 2 15 2 
               
36  
7 GANRA LOMPULLE 2 9 18 17 12 19 5 
               
82  
7 GANRA ENREKENG   6 9 1 3 10 7 
               
36  
    JUMLAH 
       
3       19       40       31  
     
29       52       16  190  
8 CITTA CITTA 3 13 27 6 6 15 2 
               
72  
8 CITTA KAMPIRI     2 2 3 3 1 
               
11  
8 CITTA LABAE 14   11 16 4 2 2 
               
49  
8 CITTA TINCO 1   1     4 1 
                 
7  
    JUMLAH 
     
18       13       41       24  
     
13       24         6  139  
    TOTAL 
   
163     333     571     494  
   
540     564     208  2.873  
Sumber : Drs. Muh. Djalil Staff Bagian Pendataan Akta Kelahiran dan 
Catatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
Kabupaten Soppeng. 
  Berdasarkan dari table diatas jumlah pemohon akta kelahiran 
pasca keluarnya putusan dari Mahkamah Konstitusi dalam pengurusan 
akta kelahiran lewat 1 satu Tahun yang tidak  lagi melalui pengadilan 
membawa dampak positif bagi masyarakat, meningkatnya pemohon akta 
kelahiran setiap bulannya dari 8 kecamatan minimal sebanyak 100 lebih 
pemohon dan jumlah maksimal pemohon akta kelahiran sebanyak  500 
lebih pemohon setiap bulannya, dengan total sejumlah 2.873 pemohon 
akta kelahiran setelah pasca keluarnya putusan dari Mahkamah 
Konstitusi. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB V 
P E N U T U P 
 
A.  Kesimpulan 
 Berdasarkan pembahasan di atas berikut ini dapat penulis 
simpulkan sebagai berikut : 
1. Pertimbangan Hukum Hakim mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi 
No.18/PUU-XI/2013 tentang keterlambatan mengurus Akta Kelahiran 
yang tidak melalui pengadilan yaitu :Hakim dalam mengambil putusannya 
memperhatikan aspek-aspek yuridis,sosiologis, dan filosofisbahwa 
Mahkamah Konstitusi  dalam putusannya berdasarkan kedaulatan berada 
ditangan rakyat dan dalam pengurusan akta kelahiran merupakan 
kewajiban dari pemerintah dibidang administrasi kependudukan dengan 
sederhana,terjangkau,dengan pelayanan publik yang cepat dan 
murah.Serta pentingnya akta kelahiran bagi seseorang penduduk sebagai 
bukti otentik seseorang, sehingga mampu berbuat karena memiliki daya 
yuridis atas kehendaknya sehingga menentukan keadaan hukum bagi 
dirinya. Berdasarkan hal tersebut Putusan Mahkamah Konstitusi 
No.18/PUU-XI/2013 tersebut berkarakter hukum progeresifdengan 
berhukum tanpa mengenal waktu untuk berhenti, bahkan selalu ingin 
melakukan sesuatu menuju kepada keadaan yang lebih baik. 
2. Konsekuensi yang ditimbulkan setelah keluarnya Putusan Mahkamah 
Konstitusi No.18/PUU-XI/2013 tentang keterlambatan mengurus Akta 
Kelahiran yang tidak melalui Pengadilan sebagai berikut:Putusan 
Mahkamah Konstitusi membawa dampak positif bagi  mengenai dalam 
pengurusan Akta Kelahiran lewat dari satu tahun karena tidak lagi melalui 
Pengadilan namun pengurusan Akta Kelahiran tersebut dilimpahkan ke 
Dinas Kependudukan dan Catatan sipil terkait masalah keterlambatan 
mengurus Akta Kelahiran serta makin bertambahnya kewenangan Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Soppeng.Masyarakat kini 
menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, meningkatnya 
jumlah masyarakat yang mengurus akta kelahiran dan Masyarakat lebih 
dimudahkan dan pengurusan akta tidak lagi berbelit-belit dan sangat 
efisien. 
B. Saran 
Bertolak dari hasil penelitian yang telah penulis paparkan, maka 
peneliti memandang perlu untuk menyarankan : 
1. Hakim dalam memutuskan melalui penafsiran/interpretasi terhadap UUD 
1945, pertimbangan-pertimbangan yang logis dan dapat 
dipertangungjawabkan. Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai peradilan 
yang secara positif mengoreksi undang-undang yang dihasilkan oleh Dewan 
Perwakilan  Rakyat bersama-sama Presiden dalam penyelenggaraan 
Negara yang berdasarkan hukum yang mengatur perikehidupan masyarakat 
bernegara. Putusan Mahkamah Konstitusi berkarakter hukum progresif. 
Hukum progresif sebenarnya mengajarkan kita untuk berhukum tanpa 
mengenal waktu untuk berhenti. Selain itu kedaulatan berada ditangan 
rakyat, rakyatlah yang menetukan dalam suatu Negara, dalam pelayanan 
publik sehingga negara berkewajiban memberi layanan yang baik bagi setiap 
warga Negara dan penduduk hal ini juga terkait dengan akta kelahiran.  
Dengan semua putusan hakim yang bersifat progresif dimaksudkan bahwa 
membawa dampak baik bagi masyarakat sehingga masyarakat lebih merasa 
diberi keadilan. 
2. Keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi sangatlah efektif terkait dengan 
pengurusan Akta Kelahiran yang tidak lagi melalui pengadilan merupakan 
menjadi patokan aturan baru bagi pelaksanaan kewenangan Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil diseluruh Indonesia, termasuk di Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil. Dan diharapkan kedepan nantinya seluruh 
Putusan MK semuanya pro terhadap rakyat yang berkarakter hukum 
Progresif. 
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